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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
1. Jangan pernah mematok kata terlambat untuk belajar. Jangan 
menyombongkan dengan ilmu kita sendiri. Sebab masih banyak ilmu 
yang harus dipelajari. 
2. Jangan bersedih. “Sesungguhnya pertolongan akan dating bersama 
kesabaran”. (HR.Ahmad) 













Skripsi ini dipersembahkan untuk : 
 Bapak dan Ibu tercinta 
 Suamiku tercinta 
 My Rumpies  







 Herlina Dinda Syvani, pengaruh teknologi dan informasi perpajakan, 
sistem perpajakan, keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan terhadap persepsi 
wajib pajak orang pribadi usaha bebas mengenai etika penggelapan pajak (tax 
evasion) kpp pratama tegal. Skripsi : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal 2019. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknologi dan 
informasi perpajakan, sistem perpajakan, keadilan perpajakan, diskriminasi 
perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi usaha bebas mengenai 
etika penggelapan pajak (tax evasion). Data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu data primer. Metode pengambilan sampel dengan metode non-probability 
sampling sehingga dari 257.841wajib pajak orang pribadi usaha bebas tahun 2019 
di KPP pratama tegal diperoleh 100 wajib pajak orang pribadi usaha bebas 
sebagai responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis linier 
berganda. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat teknologi dan informasi 
perpajakan, sistem perpajakan, keadilan perpaqjakan secara parsial berpengaruh 
terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi usaha bebas mengenai etika 
penggelapan pajak (tax evasion), sedangkan diskriminasi perpajakan secara 
parsial tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi usaha bebas 
mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). 
Kata kunci     : teknologi dan informasi perpajakan, sistem perpajakan, 
keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, persepsi wajib pajak orang 
















Herlina Dinda Syvani the influence of technology and taxation 
information, the taxation system, tax justice, tax discrimination on the perception 
of taxpayers of free private businesses regarding the ethics of tax evasion 
(kpppratamategal). Thesis: Accounting Study Program, Faculty of Economics and 
Business, Pancasakti University, Tegal 2019. 
This study aims to determine the effect of technology and taxation 
information, the taxation system, tax justice, tax discrimination on the perception 
of taxpayers of free enterprise individuals about the ethics of tax evasion. The 
data used in this study are primary data. The sampling method is using the non-
probability sampling method so that from 257,841 taxpayers of free enterprise 
individuals in 2019 at KPP Pratama Tegal obtained 100 taxpayers of free 
business persons as respondents. The analytical method used is multiple linear 
analysis. 
The results showed that the level of technology and taxation information, 
taxation system, taxation justice partially influenced the perception of taxpayers 
of free private businesses regarding tax evasion ethics, whereas partial taxation 
discrimination did not affect the perception of taxpayers of free private businesses 
regarding the ethics of tax evasion. 
Keywords: taxation technology and information, taxation system, tax justice, tax 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar suatu negara yang 
digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah serta pembangunan 
yang telah direncanakan. Hal ini terungkap dalam APBN (Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara) menunjukkan bahwa pajak merupakan 
penghasilan terbesar dalam suatu negara. Semakin tinggi pengeluaran untuk 
pembiayaan pemerintah semakin besar pula penerimaan yang dituntut oleh 
suatu pemerintahan dalam penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk 
menopang perekonomian Indonesia karena hampir 80% APBN Pemerintah 
Indonesia berasal dari sektor pajak karena, jumlah yang ditargetkan 
pemerintah adalah sebesar Rp.1730,3 T. Pendapatan ini sebagian berasal 
dari pajak yaitu sebesar Rp.1498,9 T. Sementara dari pendapatan minyak 
dan gas bumi atau pendapatan yang bukan berasal dari pajak sebesar Rp.250 
T dan hibah sebesar Rp.1,4 T. Maka dari itu pajak sangat penting bagi 
pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, terutama pada saat penerimaan 
minyak dan gas bumi tidak mampu lagi membiayai belanja Negara 
(Pajak.id). 
Penerimaan pajak diharapkan agar terus meningkat supaya 




budgetair, yaitu fungsi yang menempatkan pajak sebagai sumber dana bagi 
pemerintah. Dimana dana tersebut untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran Negara dan juga untuk membiayai pembangunan Negara. 
Selain fungsi budgetair, pajak juga mempunyai fungsi regulerend.Fungsi 
tersebut merupakan fungsi dimana pajak sebagai alat yangdapat digunakan 
untuk mengatur pemerintah dalam kebijaksanaannya dibidang sosial dan 
ekonomi (Mardiasmo, 2016 : 4). 
Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi pemerintahan di bawah 
Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia. 
Direktorat Jenderal Pajak berusaha melakukan tugas pokoknya yaitu 
meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem 
perpajakan menjadi lebih modern. Sistem perpajakan yang lebih modern 
diharapkan wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, 
sehingga penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, bukan 
berkurang, karena jumlah Wajib Pajak potensial cenderung bertambah 
setiap tahun (Nugroho, 2012). 
UU No.16 Tahun 2009 pasal 2 ayat (7) bahwa Direktur Jendral Pajak 
berwenang dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Pemeriksaan yang dilakukan direktur jendral pajak dilakukan dikantor wajib 





jenis pajak maupun seluruh jenis pajak, baik untuk tahun yang lalu atau 
tahun berjalan (Pardiat, dalam Rizki 2015). 
Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan usaha atau cara yang 
digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari dari kewajiban yang 
sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang 
perpajakan (Ardian & Pratomo,2015). Umumnya wajib pajak pribadi 
maupun badan cenderung mengupayakan membayar pajak serendah-
rendahnya, jika memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya. 
Berbagai cara dilakukan wajib pajak untuk menghindari kewajibanya, baik 
dengan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang 
melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. 
Fenomena yang terjadi saat ini terdapat beberapa perusahaan besar  
seperti perusahaan multinasional, salah satunya PT Phokphandyang berada 
di jalan pantura brebes dan diindikasi melakukan penghindaran pajak 
denganmembayar pajak yang tak sewajarnya. Mendengar kabar itu, anggota 
Komisi II DPRD Brebes melakukan penelusuran di sejumlah pihak terkait 
termasuk dengan mengonsultasikan hal tersebut kepada Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Tegal,dari hasil lapangan permasalahan penghindaran 
pajak atau penggelapan pajak dan praktikini sudah berlangsung selama 
bertahun-tahun.Penyebab hal diatas karena perusahaan membayar PBB 
masih menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 




bertahun-tahun tidak mengubah nama SPPT kepemilikan lahan, yakni masih 
menggunakan nama pemilik lama atau petani (kumparan.co). 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kementrian Keuangan mencatat 29 
persen wajib Pajak terdaftar belum melaporkan Surat Pemberitahunan 
Tahunan SPT pada 2018, jumlah itu setara dengan 5,1 juta Wajib Pajak 
yang seharusnya melaporkan SPT. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan 
Hubungan Masyarakat DJP, menjelaskan bahwa pada tahun 2018 tercatat 
ada 17,6 wajib lapor SPT. Namun, hanya 12,5 juta yang melaporkan SPT 
atau 71 persen (Tirto.id). 
Dari fenomena yang terjadi diatas maka penulis menyimpulkan bahwa 
hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam 
melakukan kewajiban perpajakannyayang menyebabkan adanya tunggakan 
pajak yang disebabkan kurang sadarnya wajib pajak dalam melakukan 
pembayaran pajak atau dengan sengaja melakukanpenghindaran pajak 
secarailegal tax evasion (Penggelapan Pajak). Adanya wajib pajak 
melakuakan tax evasion ini disebabkan karena tidak menyampaikan SPT 
atau menyampaikan SPT dengan tidak benar dan tidak menyetorkan pajak 
yang telah di pungut atau dipotong. 
Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Paramita &  Budiarsih 
(2016), Suminarsasi dan Supriyadi (2012), Silaen (2015), Monica & 
Arisman (2018). tentang presepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak 
(tax evasion). Pada penelitian terdahulu pada masing-masing variabel yang 





perbedaan yang ada pada masing-masing penelitian.Sehingga peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian kembali. 
Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan olehParamita & Budiarsih (2016). Perbedaan penelitian ini 
terletak pada variabel, tahun penelitian, dan objek penelitian. Penelitian ini 
menggunakan variabel independen teknologi dan informasi perpajakan, 
sistem perpajakan, keadilan perpajakan dan diskriminasi perpajakan.Tahun 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2019.Penelitian ini memilih 
objek yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. 
Berdasarkan uraian diatas  peneliti termotivasi untuk melakukan 
penelitian ini karena tindak penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia 
masih cukup banyak, dengan dilakukanya penelitian ini diharapkan dapat 
mengukur sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam mengoptimalkan 
dana pajak secara adil dan merata, serta untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh variabel-variabel terkait tindakan penggelapan pajak (tax evasion). 
Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:”Pengaruh 
Teknologidan Informasi Perpajakan, Sistem Perpajakan, Keadilan 
Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan terhadap Presepsi Wajib Pajak 
Orang Pribadi Usaha Bebas Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax 







B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti 
merumuskan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Apakah terdapat pengaruh Teknologi dan informasi perpajakan terhadap 
Presepsi Wajib  Pajak  Orang Pribadi Usaha Bebas Mengenai etika 
penggelapan Pajak di wilayah KPP Pratama Tegal? 
2. Apakah terdapat pengaruh Sistem Perpajakan terhadapPresepsi Wajib  
Pajak  Orang Pribadi Usaha Bebas Mengenai etika penggelapan Pajak di 
wilayah KPP Pratama Tegal? 
3. Apakah terdapat pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Presepsi Wajib  
Pajak  Orang Pribadi Usaha Bebas Mengenai etika penggelapan Pajak di 
wilayah KPP Pratama Tegal? 
4. Apakah terdapat pengaruh Diskriminasi Perpajakan terhadap Presepsi 
Wajib  Pajak  Orang Pribadi Usaha Bebas Mengenai etika penggelapan 
Pajak di wilayah KPP Pratama Tegal? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
1. Untuk Mengetahui pengaruh Teknologi dan informasi perpajakan 
terhadap Presepsi Wajib  Pajak  Orang Pribadi Usaha Bebas Mengenai 
etika penggelapan Pajak di wilayah KPP Pratama Tegal? 
2. Untuk Mengetahui pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Presepsi Wajib  
Pajak  Orang Pribadi Usaha Bebas Mengenai etika penggelapan Pajakdi 





3. Untuk Mengetahui pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Presepsi 
Wajib  Pajak  Orang Pribadi Usaha Bebas Mengenai etika penggelapan 
Pajak di wilayah KPP Pratama Tegal? 
4. Untuk Mengetahui pengaruh Diskriminasi Perpajakan terhadap Presepsi 
Wajib  Pajak  Orang Pribadi Usaha Bebas Mengenai etika penggelapan 
Pajak di wilayah KPP Pratama Tegal? 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
a. Manfaat Teoritis 
1. Bagi peneliti 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk 
menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh 
teknologi dan informasi perpajakan, sistem perpajakan, keadila, 
diskriminasi perpajakan terhadap presepsi wajib pajak orang pribadi 
usaha bebas  mengenai etika penggelapan pajak. 
2. Bagi pihak lain 
Diharapkan hasilpenelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi 
penelitian selanjutnya dengan tema atau objek yang sama. 
b. Manfaat praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dirjen Pajak 
mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Dan dari hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi dan 




pentingnya pajak bagi negara dan juga wajib pajak itu sendiri agar 











A. Landasan Teori 
Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah untuk terakhir kali 
dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak 
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 
mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. 
Dalam buku Resmi (2014) para ahli yang mendefinisikan pengertian pajak 
yaitu seperti dibawah ini : 
1. Resmi (2014:1). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa 
timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
2. Resmi (2014:1). Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian 
dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan 
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 
hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 




3. Resmi (2014:2). Pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh 
terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara 
umum), tanpaadanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk 
pengeluaran umum. 
balik yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. 
Mardiasmo (2016:4) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur pokok yaitu : 
1) Iuran atau pungutan dari rakyat kepada negara. 
2) Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta 
standar aturan pelaksanaanya 
3) Pajak dapat dipaksakan 
4) Tidak menerima atau memperoleh jasa timbal atau kontraprestasi 
secara langsung 
5) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah yang 
bermanfaat bagi masyarakat luas. 
a. Fungsi Pajak 
Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara, 
namun pajak tidak hanya sebagai sumber keuangan negara saja, 
namun terdapat fungsi lain yang tidak kala pentingnya yaitu pajak 
sebagai fungsi mengatur. Terdapat dua fungsi pajak menurut buku 
Resmi (2014:3) yaitu sebagai berikut: 






Pajak memiliki fungsi budgetari artinya pajak merupakan salah 
satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber 
keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang 
sebanyak-banyaknya untuk kas negara.  
2) Fungsi mengatur ( Regularend) 
Pajak memiliki fungsi regularend yaitu bahwa pajak sebagai 
fungsi mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur 
pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi,sosial 
bahkan sebagai alat untuk mencapai tujuan- tujuannya diluar 
bidang keuangan. 
b. Jenis Pajak 
Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat 
dikelompokan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, 
menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutanya, pengertianya 
yaitu sebagai berikut : 
1. Menurut Golongan 
Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu : 
1) Pajak langsung 
Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau 
ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat 




lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajakyang 
bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh). 
2) Pajak Tidak Langsung 
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan 
kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung 
terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan 
yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi 
penyerahan barang atau jasa, misalnya pajak pertambahan 
nilai (PPN). 
2. Menurut Sifat 
Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu : 
1) Pajak Subjektif 
Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaanya 
memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan 
pajak yang memperhatikan subjeknya, misalnya pajak 
penghasilan (PPh). 
2) Pajak Objektif 
Pajak objektif adalah pajak yang pengenaanya 
memperhatikan objeknya baikberupa benda, perbuatan, atau 
peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban 
membayar pajak. 
3. Menurut Lembaga Pemungut 





1) Pajak Negara (Pajak Pusat) 
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, misalnya 
PPh, PPN dan PPnBM. 
2) Pajak Daerah 
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah 
tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 
kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah 
tangga daerah masing-masing, misalnya pajak kendaraan 
bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan 
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
1. Teknologi dan Informasi Perpajakan 
Teknologi daninformasi adalah suatu teknologi yang digunakan 
untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan menyusun, 
menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untukmenghasilkan 
informasi yang berkualitas (Mulyadi, 2014:21). Modernisasi ditandai 
dengan adanya teknologi informasi yaitu e-system perpajakan  (Paramita 
& budiasih,2016). Teknologi dan informasi perpajakan adalah 
penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu 
dan perkembangan teknologi dan informasi dibidang perpajakan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang 




Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi 
informasi terhadap kinerja individu, yaitu: 
1) Konsekuensi yang dirasakan (Perceived Consequences) 
didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh dimasa datang, seperti 
peningkatan fleksibilitas, merubah 
2) Pekerjaan atau peningkatan kesempatan bagi pekerjaan yang lebih 
berarti.Faktor Sosial (Social Factors) diartikan sebagai internalisasi 
individu dari referensi kelompok budaya subyektif (norma, peran, 
dan nilai-nilai) dan mengkhususkan persetujuan antar pribadi bahwa 
individu telah berusaha dengan yang lain pada situasi sosial khusus. 
3) Perasaan Individu (Affect) diartikan mengacu pada emosi murni, 
sukacita, kegembiraan, kesenangan, depresi, ketidaksukaan, 
ketidakpuasan, atau kebencian yang berhubungan dengan individu 
tertentu dalam pemanfaatan teknologi informasi. 
4) Niat (Intention) didefinisikan sejauh mana seorang individu bersedia 
untuk mencoba dan berinovasi dalam mengerahkan pekerjaannya 
untuk menggunakan teknologi informasi. 
5) Kebiasaan (Habit) menjelaskan pada perilaku yang telah menjadi 
otomatis dan rutin berulang-ulang dalam kegiatan individual 
menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja 






Peranan teknologi dan informasi menurut Kadir (2014: 15) sebagai 
berikut: 
1. Teknologi informasi menggantikan peranmanusia. Dalam hal ini, 
teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau 
proses 
2. Teknologi informasi memperkuat peran manusia, yaitu dengan 
menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. 
3. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran 
manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan 
perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. 
Indikator Teknologi dan Informasi Perpajakan dalam penelitian ini 
yaitu sebagai berikut : 
a. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan 
b. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan 
c. Aksesinformasiperpajakan yang mudah 
d. Pemanfaatanfasilitasteknologiinformasiperpajakan 
e. Mudah di pelajari 
Dengan adanya teknologi dan informasi dibidang perpajakan, waktu 
yang di butuhkan seorang wajib pajak dalam memenuhi kwajiban 
pajaknya semakin efektif dan efesien. Ketika wajib pajak semakin 
dipermudahkan dengan fasilitas yang diberikan, diharapkan wajib pajak 




Menurut Ardyaksa (2014) dalam penelitianya menemukan bahwa  
teknologi  dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap etika 
penggelapan pajak (tax evasion). 
Jika semakin baik teknologi dan informasin perpajakan yang 
digunakan pemerintah, maka wajib pajak akan semakin beretika, 
sehingga semakin  rendah tingkat  upaya penggelapan pajak yang 
dilakukan oleh wajib pajak. 
2. Sistem Perpajakan 
Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang 
merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak 
untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban 
perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara 
pembangunan nasional (silaen,2015). 
Dalam Madiasmo (2016) di Indonesia, berlaku 3 Jenis sistem 
pemungutan pajak, yaitu : 
a. Self Assessment System. 
b. Official Assessment System. 
c. Withholding Assessment System. 
Agar dapat membedakan ketiga sistem tersebut, mari kita ulas satu 
persatu pengertian tersebut. 
1. Self Assessment System 
Merupakan sistem Pemungutan pajak yang membebankan penentuan 





bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang 
berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan besaran 
pajaknya ke kantor peayanan pajak (KPP) atau melalui 
sistemadministrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. 
Peran Pemerintah dalam dalam sistem pemungutan pajak ini adalah 
sebagai pengawas dari para wajib pajak. 
Ciri-ciri sistempemungutan pajak Self Assessment : 
1) Penentuan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh wajib 
pajak itu sendiri. 
2) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban 
pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan 
pajak. 
3) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, 
kecuali jika wajib pajak telat bayar pajak terutang, atau terdapat 
pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak 
dibayarkan. 
2. Official Assessment System 
Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang 
untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat 
perpajakan sebagaimana pmungutan pajak. 
Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak 
bersifat pasif danpajak terutang baru ada setelah dikeluarkanya surat 




diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau 
jenis pajak daerah lainya. 
Ciri-ciri sistem perpajakan Official Assessment : 
1) Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. 
2) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. 
3) Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang 
terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. 
4) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya 
pajak yang wajib pajak bayarkan. 
3. Withholding System 
Pada Withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga 
yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. 
Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan 
karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, 
karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak 
tersebut. 
Jenis pajak yang digunakan withholding system di Indonesia adalah 
PPh pasal 21,PPh pasal 22PPh pasal 23, PPh final Pasa 4 ayat (2) dan 
PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan 
sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti 
pungut. 
Dalam beberapa kasus tertentu, bisajuga menggunakan surat 





dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib 
pajak yang bersangkutan. 
Adapun indikator yang digunakan untuk variabel sistem 
perpajakan mengacu pada penelitian Paramita & Budiasih (2016), 
yaitu : 
1. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia 
2. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak 
3. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan. 
Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan 
yang terdiri dari unsur tax policy, tax law, dan tax administration 
yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara 
harmonis untuk mencapai tujuan Negara dalam tugas target 
penerimaan pajak secara optimal (Paramita & Budiasih, 2016). 
3. Keadilan Perpajakan 
Keadilanmerupakan sesuatu yang diberikan kepada siapa saja sesuai 
dengan haknya, karena keadilan berkaitan dengan hak dan kewajiban 
seseorang (Mukharoroh, 2014). 
Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang 
berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan 
yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan 
mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran 
pajak (tax evasion). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan 




tidak adil. Masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka 
mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan 
pajak oleh negara (Friskianti & Handayani, 2014).  
Keadilan perpajakan memiliki cakupan luas bahkan sangat 
mendalam karena diasumsikan sebagai umpan balik dari kontribusi 
Wajib Pajak yang ingin mematuhi peraturan pajak dan melaksanakan 
kewajibannya sebagai Wajib Pajak (Hasibuan, 2014). 
Berkaitan dengan keadilan, kondisi eksternal yang memengaruhi 
presepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak yaitu apabila 
uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan sebagaimana 
mestinya serta pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat 
diperlakukan dengan sama. Semakin tinggi tingkat keadilan yang 
dilakukan pemerintah, maka perilaku penggelapan pajak dianggap tidak 
baik, sebaliknya semakin rendah tingkat keadilan yang dilakukan 
pemerintah maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap baik. 
Adapun indikator yang digunakan untuk variabel keadilan 
perpajakan mengacu pada penelitian Paramita & budiasih (2016), yaitu 
1. Prinsip manfaat dan penggunaan uang yang bersumber dari pajak 
2. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak, 
keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak 








4. Diskriminasi Perpajakan 
Diskriminasi merupakan suatu kondisi dimana pihak Ditjen Pajak 
membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap wajib pajak. Diskriminasi 
ini akan meningkatkan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh 
wajib pajak, dimana kondisi ini disebabkan oleh pihak Ditjen Pajak 
sendiri yang tidak mampu berlaku adil (Fatimah & Wardani, 2017). 
Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang hak Asasi 
Manusia pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa diskriminasi adalah segala 
bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan 
berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau 
pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia 
dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, 
ekonomi, sosial dan budaya. 
Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) adanya diskriminasi 
yang dilakukan oleh pihak pemerintah akan mendorong masyarakat 
untuk tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang telah berlaku, seperti 
halnya penerapan tax amnesty yang banyak memunculkan pro dan kontra 
di lingkungan masyarakat maupun pemerintah. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, diskriminasi perpajakan yang 
dialami Wajib Pajak merujuk pada kondisi dimana pemerintah 




Hal seperti ini akan membuat Wajib Pajak enggan membayar 
pajakaknya. 
Indikator dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Silaen 
(2015), yaitu : 
1. Pendiskriminasian atas ras, kebudayaan, agama dan keanggotaan 
kelas-kelas sosial. 
2. Pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat 
perpajakan. 
5. Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha BebasMengenai Etika 
Penggelapan Pajak (Tax evasion) 
Menurut madiasmo (2016) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 
badan yangmempunyaihak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan 
presepsi secara luas adalah sebagai suatu pengertian, pemahaman, 
penafsiran terhadap suatu objek tertentu. Presepsi dihasilkan dari 
kongkritisasi pemikiran, kemudian melahirkan konsep atau ide yang 
berbeda-beda dari masing-masing orang meskipun obyek yang dilihat 
sama (Rahmadani, 2015). 
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 
pajak,pemotong pajak,dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
perpajakan (Resmi, 2017: 18). Menurut Undang-Undang Republik 





pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dimaksud dengan Wajib Pajak 
adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 
pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan 
menjadi undang-undang. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 74 Tahun 2011 Wajib Pajak 
memiliki hak dan kewajiban yaitu sebagai berikut : 
1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan 
masa 
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan 
kriteria tertentu. 
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan 
tahunan pajak penghasilan untuk waktu paling lama dua bulan 
dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau 
dengan  cara lainkepada Direktur Jenderal Pajak. 
4. Membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan 
menyampaikan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak yang 
belum melakukan tindakan pemeriksaan. 
5. Mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak. 
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas SKKB, 
SKKBT, SKPN, SKPLB. 
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas 




8. Menunjuk seseorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk 
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan. 
Etika berasal dari kata yunani ethos (bentuk tunggal) yang berarti 
tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, watak, perasaan, 
sikap, cara berpikir (Agoes & Ardana, 2014). Etika mencerminkan 
perilaku seseorang yang baik dan tidak baik dalam kehidupanya. 
Menurut Silaen (2015) Etika adalah kebiasaan hidup yang baik timbul 
dari diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau berkelompok dan 
menghindari hal-hal yang menimbulkan tindakan yang buruk. 
Etika dapat dilihat dari dua hal menurut (Agoes & Ardana, 2014), 
yaitu : 
1. Etika sebagai praktis, sama dengan moral atau moralitas yang berarti 
adat istiadat, kebiassaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku 
dalam kelompok masyarakat, 
2. Etika sebagai ilmu atau tata susila yaitu pemikiran/penilaian moral. 
Etika sebagai pemikiran moral bisa saja mencapai tarif ilmiah bila 
proses penalaran terhadap moralitas tersebut bersifat kritis metodis, 
dan sistematis. 
Penggelapan Pajak pajak (tax evasion) adalah usaha yang dilakukan 
oleh wajib pajak untk meringankan beban pajak dengan cara tidak legal 
atau melanggar Undang-Undang, dalam hal ini, Wajib Pajak telah 
melanggar Undang-Undang pajak seperti memalsukan dokumen, atau 





Menurut Suhendro (2016), soasialisasi akan undang-undang perpajakan 
dan sanksi yang dikenakan apabila melanggar ketentuan perpajakan, 
tujuanya adalah agar dapat menghindari kasus-kasus penggelapan pajak 
ditambah dengan sistem perpajkan yang sederhana dan mudah dipahami 
yang akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung beban pajak 
yang harus dibiayai, sehingga akan menimbulkan dampak positif bagi 
Wajib Pajak yang akan meningkatkan pemahaman perpajakan dan 
kesadaran dalam membayar pajak. 
Menurut Sari (2013) penggelapan pajak (tax evasion) dapat 
menimbulkan akibat negatif dalam tiga bidang, yaitu : 
a. Dalam bidang keuangan 
Penggelapan pajak merupakan pos kerugian bagi kas Negara karena 
dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan 
konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif 
pajak, keadaan inflasi, dll. 
b. Dalam bidang ekonomi 
Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara 
para pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan 
penggelapan pajak dengan cara menekan biaya secara tidak wajar. 
Sehingga, perusahaan yang menggelakan pajak memperoleh 






c. Dalam bidang psikologi 
Jika Wajib Pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama 
saja membiasakan untuk selalu melanggar Undang-Undang. jika 
perbuatanya melanggar Undang-Undang tidak diketahui fiskus, 
maka dia akan senang karena tidak ada sanksi dan menimbulkan 
keinginan untuk mengulangi perbuatanya lagi pada tahun-tahun 
berikutnya. 
B. Penelitian Terdahulu 
Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa contoh referensi dari 
penelitian sebelumnya dengan menggunakan aspek yang serupa sebagai dasar 
atau acuan penelitian ini, yaitu 
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Sumber : data olahan 2019 
C. Kerangka Pemikiran 
Sugiyono (2016 : 91)  mengemukakan bahwa kerangka penelitian 
merupakan model konseptual yang akan menjelaskan secara teoritis 





variabel independen dan dependen. Untuk lebih jelasnya dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
1. Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Presepsi Wajib 
Pajak Orang Pribadi Usaha Bebas Mengenai Etika Penggelapan Pajak 
(Tax Evasion) 
Teknologi dan informasi perpajakan adalah sarana dan prasarana 
perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi 
serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang akan memenehi 
kewajiban perpajakanya. Penggunaan teknologi dalam pencarian 
informasi yang dilakukan Wajib Pajak masih sangat rendah, sebagian 
Wajib Pajak masih menggunakan sistem pembayaran manual, jarang 
menggunakan wibsite Dirjen Pajak Silaen (2015). Pemanfaatan teknologi 
dan informasi secara maksimal akan mendukung program tranparasi 
keterbukaan, kolusi dan nepatisme  termasuk penyalahgunaan kekuasaan 
dapat diminimalisir. Maka dari itu, teknologi dan informasi perpajakan 
sangat berpengaruh untuk Wajib Pajak agar mempermudah cara 
pembayaran dan pelaporan pajak dan meminimalisir tingkat penggelapan 
pajak (tax evasion). 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Charles Silaen (2015) 
menyatakan bahwa secara parsial membuktikan bahwa variabel teknologi 
dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak 




akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga penggelapan pajak 
akan menurun.  
2. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang 
Pribadi Usaha Bebas Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 
Sistem perpajakan ini dapat memberikan kepercayaan kepada wajib 
pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya 
pajak yang terutang secara teratur sesuai ketentuan dalam perundang-
undangan perpajakan. Tia Monica,dkk (2014) menyatakan bahwa  Sistem 
perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak 
mengenai etika penggelapan pajak. Para wajib pajak menganggap bahwa 
semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak 
dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem 
perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak 
dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis. Pengelolaan uang pajak 
yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan 
tidak korup, dan juga prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit akan 
membuat wajib pajak enggan untuk menggelapkan pajak. Sebaliknya, 
apabila pengelolaan uang pajak tidak jelas, ditambah lagi petugas 
pajaknya justru mengorupsi uang pajak, maka para wajib pajak enggan 
untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur, mereka akan cenderung 
untuk menggelapkan pajak. 
3. Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Persepsi wajib Pajak Orang 





Keadilan perpajakan merupakan tujuan hukum yang dicapai melalui 
undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak yang adil atau suatu 
sistem pemungutan yang bersifat adil dan merata demi terselenggaranya 
sebuah peradaban bangsa dalam suatu negara. Adanya berbagai 
pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam 
pembayaran pajak jika tidak adil dalam sistem perpajakan maka 
kepatuhan terhadap membayar pajak akan menurun dan akan cenderung 
memicu tindakan penggelapan pajak (tax evasion). Jadi semakin 
rendahnya keadilan perpajakan maka tingkat kepatuhannya akan semakin 
menurun, hal ini berarti bahwa tingkat untuk melakukan penggelapan 
pajak akan semakin tinggi. 
 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Paramita & Budiasih (2016) 
menemukan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap presepsi 
Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). Dan hasil 
penelitian dar Mukharoroh (2014) mengatakan bahwa keadilan 
perpajakan dapat mempengaruhi presepsi Wajib Pajak mengenai etika 
penggelapan pajak (tax evasion). 
4. Pengaruh Diskriminasi Perpajakan terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang 
Pribadi Usaha Bebas Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 
Beberapa peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dinilai 
sebagai bentuk diskriminasi pemerintah salah satu adanya peraturan 
pemerintah yaitu Nomor 46 Tahun 2013 dimana pajak final dikenakan 




pengusaha kecil menengah yang belum mapan dalam usahanya. Monica 
(2014) menyatakan bahwa  Diskriminasi pajak berpengaruh signifikan 
terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, 
semakin tinggi tingkat diskriminasi maka wajib pajak semakin tidak 
beretika, sehingga penggelapan pajak akan meningkat. Sebaliknya, 
semakin rendah tingkat diskriminasi maka wajib pajak akan beretika dan 
penggelapan pajak akan menurun. Hal ini berarti setiap kebijakan yang 
dibuat jangan hanya akan menguntungkan sebagian kelompok 
masyarakat saja. Sehingga akan mengakibatkan kecemburuan pada 
masyarakat yang tidak menerima keuntungan dari kebijakan tersebut, 
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D. Perumusan Hipotesis 
Sugiyono (2016:96) menyatakan bahwa hipotesis didefinisikan sebagai 
jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang dinyatakan 
dalam bentuk kalimat pertanyaan, belum jawaban yang empirik dengan data 












Presepsi Wajib Pajak 
Usaha Bebas Mengenai 
Etika Penggelapan    





Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
H1 : Teknologi dan informasi perpajkan berpengaruh terhadap 
presepsi wajib pajak orang pribadi usaha bebas mengenai etika 
penggelapan pajak. 
H2 : Sistem perpajakan berpengaruh terhadap  presepsi wajib pajak orang 
pribadi usaha bebas mengenai etika penggelapan pajak. 
H3 : Keadilan Perpajakan berpengaruh terhadap presepsi wajib pajak orang 
pribadi usaha bebas mengenai etika penggelapan pajak. 
H4 : Diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap presepssi wajib 
















A. Pemilihan Metode 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:13) metode kuantitatif 
dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama 
digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. 
Dimana jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 
Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber aslinya, 
melalui narasumber yang tepat dan yang kita jadikan sebagai 
respondendalampenelitian ini. Data primer diperoleh dari kuesioner yang 
berasal dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP pratama Tegal. 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal yang 
beralamat di Jl. Kolonel Sugiono No. 5 Pekauman  Kota Tegal Jawa Tengah 
52113. 
C. Teknik Pengambilan Sampel 
a. Populasi 
Populasiadalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 
yang mempunyai kualitas dankarakteristik tertentu yang ditetapkanoleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 




yang melaksanakan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Kota Tegal. Jumlah populasi dalam penelitian ini 
diketahui ada 257.481 Wajib Pajak Orang Pribadi. 
b. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 
semua yang ada pada populasi (Sugiyono, 2014). 
 Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dengan 
menggunakan metode non-probability sampling. non-probability 
sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan 
peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 
untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2014).  
Dan untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumus slovin, 
yaitu sebagai berikut : 
  
 
     
 
Keterangan : 
   = Ukuran sampel 
   = Ukuran populasi 
e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 
pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau 






Dengan ukuran populasi (N) sebanyak 257.841 WPOP dan dengan persen 
kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sempel yang 
dapat ditolelir atau diinginkan ( e) 0,1 maka penelitian ini mengambil 99 
sempel. 
D. Definisi Konseptual Dan Operasional Variable 
Definisi konseptual variable merupakan penarikan batasan yang 
menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas dan tegas. Penjelasan 
mengenai variable – variable dalam penelitian, yaitu : 
1. Teknologi dan Informasi Perpajakan 
Menurut Silaen (2015) Teknologi dan informasi perpajakan adalah 
penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu 
dan perkembangan teknologi dan informasi dibidang perpajakan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang 
akan memenuhi kewajiban perpajakanya. 
Indikator Teknologi dan Informasi Perpajakan mengacu pada penelitian 
Silaen (2015), yaitu: 
a. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan. 
b. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan. 
c. Akses Informasi perpajakan yang mudah. 
d. Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan. 







Sistem Perpajakan Merupakan Suatu Sistem pemungutan Pajak yang 
Merupakan Perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak 
untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban 
perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara 
dan pembangunan nasional (Rahman, 2013). 
Indikator menurut Paramita & Budiasih (2016), yaitu : 
a. Wajib Pajak aktif untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. 
b. Sudah memiliki NPWP. 
c. Wajib Pajak akti untuk menghitung, menyetor dan melaporkan 
pajak. 
d. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan. 
e. Pihak ketiga diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak 
terhutang. 
f. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak. 
3. Keadilan Pajak 
Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan 
perpajakan yang ada. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam 
menerapkan perpajakan dalam suatu Negara adalah keadilan 
(Wicaksono, 2014). 
Adapun indikator keadilan pajak adalah sebagai berikut : 
a. Pembagian beban pajak kepada wajib pajak seimbang. 





c. Prinsip manfaat dan penggunaan uang yang bersumber dari pajak. 
d. Keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak. 
e. Keadilan dalam penerapan ketentuan pajak. 
 
4. Diskriminasi Perpajakan 
Diskriminasi perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan yang tidak 
adil, hal tersebut dapat diartikan peraturan tersebut menguntungkan 
pihak-pihak tertentu, ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap 
seluruh Wajib Pajak (Silaen, 2014). 
Adapun indikator diskriminasi adalah sebagai berikut : 
a. Perbedaan perlakuan yang didasarkan agama, ras, dan 
kebudayaanya. 
b. Perbedaan perlakuan akibat pendapatan politiknya. 
c. Zakat sebagai suatu pengurangan pajak. 
d. Kebijakan penegak oknum perpajakan. 
e. Kebijakan kredit perbankan. 
5. Presepsi Wajib Pajak Usaha Bebas mengena Etka Penggelapan Pajak 
Presepsi mengenai etika penggelapan pajak (Y) adalah suatu proses 
dalam memahami dan menafsirkan tindakan penggelapan pajak yang 
dipengaruhi oleh berbagaib faktor dan ditinjau dari sudut pandang etka. 
Indikator Penggelapan Pajak (tax Evasion) menurut Pernita (2014:4), 
yaitu : 




b. Menyampaikan SPT dengan tidak tepat waktu dan tidak menurut 
aturan. 
c. Melakukan upaya kecurangan dalam melaporkan pajak. 
d. Berusaha menyuap fiskus. 
e. Tarif pajak terlalu tinggi. 
f. Tidak merasakan manfaat dariuang yang disetor. 
Tabel 2.1 
Definisi Operasional Variabel 
 






















































































































































































































SPT tidak tepat 
waktu dan tidak 
menurut aturan 






e. Tarif pajak terlalu 
tinggi 
f. Tidak merasakan 






Sumber : data olahan 2019 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah proses atau tahapan dari hasil penelitan yang akan 
dilaksanakan. Pengumpulan data penelitian tersebut untuk memperoleh bahan 
– bahan yang relevan, akurat dan realistis. Data yang diperlukan dalam 
penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data penelitian diperoleh secara 
lansung dari sumber asli (tidak melalui perentara). Teknik pengumpulan data 
primer yang digunakan adalah dengan metode survei yaitu dengan 
menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 





yang digunakan untuk mengukur pendapat responden dalam penelitian ini 
dengan menggunakan skala interval atau sering disebut skala likert yaitu 
skala yang berisi 5 tingkat atau prefensi yang “lebih tinggi” dari setuju dan 
setuju “lebih tinggi” dari ragu-ragu (Ghizali, 2011:47).  
Angka 1 = Sangat tidak setuju (STS) 
Angka 2 = Tidak setuju (TS) 
Angka 3 = Kurang setuju (KS) 
Angka 4 = Setuju (S) 
Angka 5 = Sangat setuju (SS) 
F. Teknik Pengolahan Data 
Pengolahan data dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk 
mengubah data menjadi sebuah informasi yang dapat diinterpestasikan lebih 
lanjut. Data ini disesuaikan dengan sampel yang telah diambil oleh peneliti 
dan akan diolah dengan menggunakan aplikasi data statistik atau dikenal 
dengan program SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 22.0 for 
windows. Hal ini bertujuan agar hasil perhitungan tersebut dapat secara tepat 
dan efisien dan digunakan untuk menghindari adanya kesalahan atau human 
error. 
G. Analisis Data dan Uji Hipotesis 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan 
menggunakan teknik regresi linier berganda. Teknik regresi linier berganda 
digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel 




1. Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif menyajikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 
minimum, sum, range, kurtosis dan skewness atau kemencengan 
distribusi (Ghozali, 2011). 
2. Uji Kualitas Data 
a. Uji Validitas 
Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana 
instrument pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. 
Metode yang digunakan untuk melakukan uji validitas dalam 
penelitian ini adalah korelasi bivariate pearson (produk momen 
pearson) yaitu dengan mengkorelasikan skor setiap item 
pernyataan dengan skor total (hasil penjumlahan seluruh skor item 
pernyataan). Jika r hitung ≥ r tabel, maka instrumen pernyataan 
dinyatakan valid (Ghozali, 2011). 
b. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu 
kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. 
Suatu kuesioner disebut reliabel atau handal jika jawaban 
seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari 
waktu ke waktu. Menurut (Ghozali, 2011: 48) menyebutkan bahwa 
pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 





shotpengukuran sekali saja, di sini pengukurannya hanya sekali 
dan kemudian hasilnya di bandingkan dengan pertanyaan lain atau 
mengukur kolerasi antar jawaban pertanyaan. Kriteria pengujian 
dilakukan dengan menggunakan pengujian Cronbach Alpha(α) 
yaitu pengujian yang paling umum digunakan. Suatu variabel 
dinyatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha> 0,60. 
3. Uji Asumsi Klasik 
Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka 
peneliti melakukan uji normalitas, dan uji multikolonieritas. 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah didalam model 
regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya 
mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi 
yang benar yaitu memiliki distribusi normal atau mendekati normal. 
Analisis grafik adalah salah satu cara termudah untuk melihat 
normalitas data dengan cara membandingkan antara data observasi 
dengan distribusi yang mendekati garis normal dengan menggunakan 
Normal Probability Plot (P-P Plot). 
Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji kolmogorov smirnov. 
Konsep dasar dari uji normalitas kolmogorov smirnov yakni dengan 
membandingkan antara distribusi data (yang akan diuji 
normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Penerapan pada uji 




berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan 
dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. 
b. Uji Multikolinieritas 
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model 
regresi yang benar seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 
independen. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai Tolerance 
(TOL) dan metode Variance Inflation Factor (VIF). Nilai TOL 
berkebalikan dengan VIF. TOL adalah besarnya variasi dari satu 
variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 
lainnya, sedangkan VIF menjelaskan derajat suatu variabel 
independen yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai 
TOL yang rendah adalah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena 
VIF = 1/TOL). Nilai cut off  yang umum dipakai untuk menunjukkan 
adanya multikolinearitas adalah nilai TOL<0,10 atau sama dengan 
nilai VIF=10. 
4. Uji Hipotesis Penelitian 
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear 
berganda, yaitu suatu model liniear regresi yang variabel dependennya 
merupakan fungsi liniear dari beberapa variabel bebas. Regresi linier 
berganda sangat bermanfaat untuk meneliti pengaruh beberapa variabel 
yang berkolerasi dengan variabel yang diuji. Teknik analisis ini sangat 





perumusan kebijakan manajemen maupun dalam telaah ilmiah. Analisis 
regresi berganda digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 
variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
terikat. Untuk pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS. Dengan 
rumus regresi berganda yaitu:   
Y= α+b1X1+ b2X2+b3X3+b4X4+e 
keterangan: 
Y = Penggelapan Pajak 
α = Konstanta 
b = Koefisisen regresi 
X1 = Teknologi dan Informasi Perpajakan 
X2 = Sistem Perpajakan 
X3 = Keadilan Pajak 
X4 = Diskriminasi Perpajakan 
e = Error atau tingkat kesalahan 
5. Uji Statistik F (Uji Kelayakan Model) 
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel 
independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. 
Untuk mengetahui variabel-variabel independen secara simultan 
mempengaruhi variabel dependen, dilakukan dengan membandingkan p-
value pada kolom Sig. dengan tingkat signifikansi yang digunakan 
sebesar 0,05. Jika p-value> derajat keyakinan (0,05) maka H1 dan H2 




mempengaruhi variabel dependen secara signifikan,begitupun 
sebaliknya. Demikian juga untuk  F hitung dan F tabel. Jika F hitung > F 
tabel maka H1 dan H2 diterima. Artinya variabel independen secara 
bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan, begitu 
pula sebaliknya. 
6. Uji  Statistik t  (Uji Parsial) 
Uji t dilakukan untuk mengetahui besarnya masing-masing variabel 
independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen 
secara individual terhadap variabel dependen, dilakukan dengan 
membandingkan p-value pada kolom Sig. masing-masing variabel 
independen dengan tingkat signifikan yang digunakan 0,05. Jika p-value 
> derajat keyakinan (0,05) maka H1 dan H2 ditolak. Artinya tidak ada 
pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap 
variabel dependen, begitupun sebaliknya. Demikian juga untuk 
membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika t hitung > t tabel maka H1 
dan H2 diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel 
independen secara individual terhadap variabel dependen, begitupun 
sebaliknya. 
7. Uji Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar 
variable variabel independen secara bersama mampu memberikan 





sampai 1(0≤R2≤1). Semakin besar nilai R2, maka semakin besar variasi 
variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel–variabel 
independen. Sebaliknya jika R2 kecil, maka akan semakin kecil variasi 












HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal 
Pada bulan Juni tahun 1964, pemerintah mendirikan kantor 
Inspeksi Keuangan Pekalongan yang diresmikan oleh DJP Drs. Soejono 
Brotodiharjo. Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan mencangkup 
wilayah kerja yang meliputi wilayah Karisidenan Pekalongan termasuk 
Kabupaten Tegal dan Brebes, sedangkan pada saat itu Kotamadya Tegal 
belum terbentuk. 
Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat 1 Tegal pada saat itu hingga 
sekarang terus berusaha untuk menggalakkan potensi pajak. Hal ii 
dilakukan mengingat perkembangan perekonomian kedua daerah 
tersebut yaitu Kabupaten Tegal dan Brebes baik pada produksi 
pertanian tebu maupun peternakan ikan mengalami peningkatan yang 
cukup pesat. Kabupaten Tegal pada saat itu juga mengembangkan 
pertanian bawang putih pada lokasi sekitar daerah Gunung Slamet, 
sementara Kabupaten Brebes dengan area persawahan yang luas telah 
berhasil mengembangkan komoditi bawang merah dan cabai merah 
dalam jumlah besar. Daerah Kabupaten Brebes bahkan sekarang ini 
telah menjadi stok nasional untuk komoditi bawang merah dan cabai 





Dengan kondisi perekonomian yang mempunyai kemungkinan 
besar untuk berkembang, hal ini menjadikan Ditjen Pajak berkeinginan 
Kantor Dinas Luar (KDL) dijadikan Kantor Inspeksi Tegal. Pada tahun 
1970 Mentri Keuangan melalui DJP Drs. Sutaji Sukarya meresmikan 
peningkatan status sebagai Kantor Inspeksi Pajak Tegal. 
Pimpinan kantor sementara pada waktu itu dijabat oleh Bapak 
Soeryodiningrat yang merangkap sebagai Kepala Bagian Pajak 
Langsung. Beberapa bulan dilantiklah Drs. Setyarso sbagai pimpinan 
baru sekaligus merangkap jabatan sebagai Kepala Kantor Inspeksi 
Pajak Tegal pertama. 
Nama Kantor Inspeksi Pajak Tegal kemudian dirubah menjadi 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tahun 1989 sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Dtjen Pajak, dalam Keputusan Menteri 
Keuangan RI Nomor 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Ditjen Pajak, diatur tentang perubahan 
penamaan dari Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak, 
dengan didasari bahwa dewasa ini tugas Dirjen Pajak tidak hanya 
melakukan inspeksi atau pemeriksaan semata tetapi juga mengutamkan 
pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat luas terutama bagi 
Wajib Pajak. 
KPP Tegal terus mengalami perpindahan lokasi kantor sejak masih 
berstatus sebagai Kantor Dinas Luar Tingkat 1 dan Kantor Inspeksi 




gedung milik Negara di Jalan Dr. Sutomo , hingga sekarang berlokasi di 
Jalan Kolonel Sugiyono No. 5 Kotamadya Tegal. 
KPP Tegal termasuk dalam koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa 
Tengah I. Kantor KPP Tegal memiliki luas wilayah kerja sebanyak 
458.339, terdiri atas tiga daerah antara lain Kodya Daerah Tingkat II 
Tegal, Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Brebes. Adapun batas wilayah utara yaitu Laut Jawa sebagai 
batas Wilayah Utara, Kecamatan Bumiayu dan Brebes sebagai batas 
wilayah selatan, Kecamatan Warureja sebagai batas wilayah timur dan 
Kecamatan Losari Brebes sebagai batas wilayah barat. 
2. Kedudukan dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal sebagai salah satu 
unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berada di bawah 
Kanwil DJP Jawa tengah I dengan wilayah kerja meliputi Kota Tegal, 
Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal atau KPP Pratama Tegal 
merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP 
Jawa Tengah I, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan,, 
pengawasan administrasi, dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak di 
bidang Pajak Penghasilan (PPh) , Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 





Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Visi, Misi, Motto dan Nilai – Nilai Kementrian Keuangan 
Visi KPP Pratama Tegal 
“Menjadikan KPP yang handal, inovatif dan akuntabel dalam melayani 
wajib pajak” 
Misi KPP Pratama Tegal 
“Melayani wajib pajak secara optimal untuk mewujudkan wajib pajak 
yang sadar dan patuh pajak” 
Motto KPP Pratama Tegal 
“Melayani dengan PRIMA, Profesional, Ramah, Intregitas, Mudah, 
Akurat” 
Nilai-Nilai Kementrian Keuangan 
1. Integritas  : Berpikir, berkata, berperilaku, dan 
bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etika 
dan prinsip-prinsip moral. 
2. Proesionalisme : Bekerja tuntas dan akurat atas dasar petensi 
terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. 
3. Sinergi   : Membangun dan memastikan hubungan 
kerjasama internal dan produktif serta kemitraan yang harmonis 
dengan para pemangku kepentingan. 




kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengn sepenuh 
hati , transparan, cepat, akurat, dan aman. 
5. Kesempurnaan : Senantiasa melakukan upaya perbaikan  
disegala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. 
4. Struktur dan Deskripsi Tugas KPP Pratama Tegal 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dilengkapi dengan struktur 
organisasi yang mencangkup keseluruhan tugas dan fungsi yang 
ditetapkan melalui Surat Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 
132/PMK.01/2006. Sesuai dengan peraturan tersebut, maka struktur 
organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal, sebagaimana halnya 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama lainnya memiliki struktur organisasi 






























Sumber : KPP Pratama Tegal  
 
Sebagaimana halnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama lainnya 
memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 
a. Kepala Kantor 
b. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 
c. Sekretariat 
d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
e. Seksi Pelayanan 
KEPALA KANTOR 







2. SEKSI PENGOLAHAN 





































f. Seksi Penagihan 
g. Seksi Pemeriksaan 
h. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 
i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 
j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 
k. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 
l. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 
m. KP2KP Bumiayu 
n. Kelompok Fungsional Pemeriksa 
Adapun rincian tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai berikut : 
a. Kepala Pelyanan Pajak mempunyai tugas mengkoordinasikan 
penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan 
penyusunan rencana strategi Kantor Wilayah. 
b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas 
melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah 
tangga dan kepatuhan internal 
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan 
pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamanan potensi 
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen 
perpajakan, pelayanan dokumen, teknik computer, pemantauan 





d. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan 
penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian 
dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat 
Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya serta pelaksanaan  
registrasi wajib pajak. 
e. Seksi Penagih mempunyai tugas melakukan urusan penata usahaan 
piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, 
penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta 
penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 
f. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan 
rencana pemeriksaan, pegawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 
penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta 
administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan 
pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, 
bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis 
perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib 
Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka 
melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding. 
h. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas menambah 
wajib pajak maupun objek pajak baru. 





j. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 
(KP2KP) Bumiayu mempunyai tugas melayani konsultan pajak 
serta menyusun rencana dan melaksanakan penyuluhan kepada 
wajib pajak. 
B. Hasil Penelitian 
1. Tingkat Pengembalian Kuisioner 
Populasi yang digunakan oleh peneliti adalah wajib pajak orang 
pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Pelaksanaan penelitian ini 
dengan membagikan kuisioner secara langsung kepada responden. 
Lama penyebaran kuisioner dilakukan selama 21 hari mulai tanggal 12 
Mei sampai dengan 1 Juni 2018. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini dilakukan dengan metode rumus Slovin dengan hasil 100 
responden. 
Penelitian ini menyebarkan 100 kuisioner, jumlah kuisioner yang 
diperoleh dan dapat dioleh sebanyak 100 kuisioner. Jumlah sampel dan 
pengambilan kuisioner dapat disajikan dalam tabel 4.1. 
Tabel 4.1 
Tingkat Pengembalian Kuisioner 
Kriteria Jumlah 
Kuisioner yang disebar 
Kuisioner yang kembali 
Respon rate = 100/100 x 100% 
Data yang diperoleh 
Data yang tidak dapat diolah 
Jumlah kuisoner siap dianalisis 














2. Hasil Statistik Deskriptif 
Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk 
memberikan gambaran umum rata-rata (mean) dan standar deviasi dari 
masing masing variabel yaitu tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi 






N Range Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 
Deviation Skewness 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 
Std. 
Error 
X1 100 10 17 27 2154 21.54 .174 1.737 .032 .241 
X2 100 9 21 30 2530 25.30 .179 1.789 .032 .241 
X3 100 9 16 25 2048 20.48 .203 2.027 -.108 .241 
X4 100 14 11 25 1878 18.78 .269 2.691 -.436 .241 
Y 100 15 17 32 2377 23.77 .259 2.589 .134 .241 
Valid N 
(listwise) 
100          
 
Sumber : Olah Data SPSS versi 22 
 
Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat di deskripsikan bahwa jumlah 
responden (N) ada 100 ini nilai independen teknologi dan informasi 
perpajakan memiliki nilai minimum 17, nilai maksimum 27, nilai mean 
21,54 dengan standar deviasi 1,737. Sistem perpajakan memiliki nilai 
minimum 21, nilai maksimum 30, nilai mean 25,30 dengan standar 
deviasi 1,789. Keadilan perpajakan memiliki nilai minimum 16, nilai 




Diskriminasi perpajakan memiliki nilai minimum 11, nilai maksimum 
25, nilai mean 18,78 dengan standar deviasi 2,691. Sedangkan pada 
variabel dependen peraepsi wajib pajak orang pribadi usaha bebas 
mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion) memiliki nilai 
minimum 17, nilai maksimum 32, nilai mean 23,77 dengan standar 
deviasi 2,589. 
3. Data Deskripsi Sampel Penelitian 
Karakteristik responden yang diukur dengan skala interval yang 
menunjukkan besarnya frekuensi absolut dan presentase jenis kelamin, 
umur responden, dan jenis pekerjaan responden. Responden yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang 
terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal. Kuisioner 
disebar dengan harapan dapat diisi secara lengkap, sehingga akan 
menghasilkan suatu penelitian yang valid. Pada karakteristik responden, 
terdapat 100 responden. Data mengenai karakteristik responden 














Data Statistik Responden 





18-30 tahun 2 
31-45 tahun 8 





Pengelola Proyek 8 
Notaris/Pengacara 3 
 
Dari table 4.3 diatas menjelaskan mengenai data responden 
berdasarkan jenis kelamin, umur responden, jenis pekerjaan pada 100 
responden. 
4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
Sebelum data hasil penelitian dianalisis lebih lanjut, terlebih 
dahulu diuji validitas dan realibitasnya untuk mengetahui apakah alat 
ukur yang digunakan berupa butir item pertanyaan yang diajukan 
kepada responden dapat mengukur secara cermat, cepat dan tepat apa 
yang ingin diukur dalam penelitian ini. 
a. Hasil Pengujian Validitas 
Pengujian validitas dari instrument penelitian dilakukan dengan 
menghitung angka korelasi atau rhitung dari nilai jawaban setiap 
responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan 




atau 100 – 2 = 98, tingkat signifikansi 5%, maka di dapat rtabel 
0,196. 
Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap 
pernyataan kuisioner dari tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi 
perpajakan dan diskriminasi pajak serta tindak penggelapan pajak 
sebagai berikut : 
Tabel 4.5 
Uji Validitas Teknologi dan Informasi Perpajakan 
Butir Pertanyaan R hitung R table Keterangan 
X1.1 0, 373 0, 196 Valid 
X1.2 0, 503 0, 196 Valid 
X1.3 0, 375 0,196 Valid 
X1.4 0, 535 0, 196 Valid 
X1.5 0,503 0,196 Valid 
Sumber : Olah Data SPSS versi 22 
 
Bedasarkan pada table 4.5 diatas menunjukkan bahwa 
seluruh nilai r hitung lebih besar daripada r table pada jumlah 
sampel (N) sebanyak 100 dan nilai signifikan sebesar 0,05. Oleh 
karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam 










Uji Validitas Sistem Perpajakan 
Butir Pertanyaan R hitung R table Keterangan 
X2.1 0, 368 0, 196 Valid 
X2.2 0, 326 0, 196 Valid 
X2.3 0, 401 0, 196 Valid 
X2.4 0, 506 0, 196 Valid 
X2.5 0, 485 0, 196 Valid 
X2.6 0, 511 0, 196 Valid 
  Sumber : Olah Data SPSS versi 22 
Bedasarkan pada table 4.6 diatas menunjukkan bahwa 
seluruh nilai r hitung lebih besar daripada r table pada jumlah 
sampel (N) sebanyak 100 dan nilai signifikan sebesar 0,05. Oleh 
karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam 
penelitian ini valid, sehingga dapat digunakan sebagai instrument 
penelitian. 
Tabel 4.7 
Uji Validitas Keadilan Perpajakan 
 
Butir Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 
X3.1 0, 387 0, 196 Valid 
X3.2 0, 425 0, 196 Valid 
X3.3 0, 460 0, 196 Valid 
X3.4 0, 372 0, 196 Valid 
X3.5 0, 606 0, 196 Valid 
  Sumber : Olah Data SPSS versi 22 
Bedasarkan pada table 4.7 diatas menunjukkan bahwa 




sampel (N) sebanyak 100 dan nilai signifikan sebesar 0,05. Oleh 
karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam 
penelitian ini valid, sehingga dapat digunakan sebagai instrument 
penelitian. 
Tabel 4.8 
Uji Validitas Diskriminasi Pajak 
Butir Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 
X4.1 0, 622 0, 196 Valid 
X4.2 0, 562 0, 196 Valid 
X4.3 0, 700 0, 196 Valid 
X4.4 0, 616 0, 196 Valid 
X4.5 0,559 0, 196 Valid 
  Sumber : Olah Data SPSS versi 22 
Dalam penelian ini, uji validitas diskriminasi pajak 
menghapus pertanyaan nomor 2, dikarenakan nilai yang diperoleh 
adalah -0,032 yang lebih kecil dari 0,196. 
Bedasarkan pada table 4.8 diatas menunjukkan bahwa 
seluruh nilai r hitung lebih besar daripada r table pada jumlah 
sampel (N) sebanyak 100 dan nilai signifikan sebesar 0,05. Oleh 
karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam 










Uji Validitas Etika Penggelapan Pajak 
Butir Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 
Y1.1 0, 367 0, 196 Valid 
Y1.2 0, 323 0, 196 Valid 
Y1.3 0, 508 0, 196 Valid 
Y1.4 0, 549 0, 196 Valid 
Y1.5 0, 702 0, 196 Valid 
Y1.6 0, 515 0, 196 Valid 
  Sumber : Data Olah SPSS versi 22 
Bedasarkan pada table 4.9 diatas menunjukkan bahwa 
seluruh nilai r hitung lebih besar daripada r table pada jumlah 
sampel (N) sebanyak 100 dan nilai signifikan sebesar 0,05. Oleh 
karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam 
penelitian ini valid, sehingga dapat digunakan sebagai instrument 
penelitian. 
b. Hasil Pengujian Reliabilitas 
Uji Reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi 
data dalam jangka waktu  tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh 
mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau 
diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan cronbach alpha 
nya memiliki nilai lebih besar 0,60 yang berarti bahwa instrument 




yaitu hasil pengukuran relative koefisian jika dilakukan 
pengukuran ulang. Berikut ini hasil pengujian reliabilitas untuk 
variabel teknologi dan informasi perpajakan, sistem perpajakan, 
keadilan perpajakan dan diskriminasi pajak, serta persepsi wajib 
pajak orang pribadi usaha bebas mengenai etika penggelapan pajak 
adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Reliabilitas Kuisioner 





0,706 0,060 Reliabel 
Sistem Perpajakan 0,746 0,060 Reliabel 
Keadilan Perpajakan 0,773 0,060 Reliabel 
Diskriminasi Pajak 0,783 0,060 Reliabel 
Persepsi Wajib Pajak 




0,730 0,060 Reliabel 
Sumber : Data Olah SPSS versi 22 
 Dari variabel tarif pajak, peneliti mengurangi jumlah 
responden menjadi 82 responden sehingga cornbach 
alphamenghasilkan nilai 0,600. 
Dari hasil perhitungan reliabilitas variabel teknologi dan 





perpajakan (X3), diskriminasi pajak (X4) dan persepsi wajib pajak 
orang pribadi usaha bebas mengenai etika penggelapan pajak (Y) 
diperoleh nilai reliabilitas lebih besar bila dibandingkan dengan 
0,60. Artinya instrument dinyatakan reliabel. 
 
5. Hasil Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh harus 
dilakukan uji normalitas terhadap data yang bersangkutan. Dengan 
demikian, analisis statistika yang pertama harus digunakan dalam 
rangka analisis data adalah analisis statistic berupa uji normalitas. 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen dan 
variabel dependen yaitu teknologi dan informasi perpajakan (X1), 
sistem perpajakan (X2), keadilam perpajakan (X3), diskriminasi 
perpajakan (X4) dan persepsi wajib pajak orang pribadi usaha bebas 
mengenai etika penggelapan pajak (Y) keduanya memiliki distribusi 



















Dari gambar grafik histogram diatas, dapat disimpulkan 
bahwa residual data berdistribusi normal karena grafik tersebut 
berbentuk lonceng. Demikian pula dengan grafik normal p – p plot 
of regression standardized residual terlihat titik - titik menyebar 
disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis 
diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi 
layak dipakai karena asumsi normalitas. 
Tabel 4.11 
Uji Normalitas 







 Mean .0000000 
Std. Deviation 2.56472617 
Most Extreme Differences Absolute .087 
Positive .066 
Negative -.087 
Test Statistic .087 
Asymp. Sig. (2-tailed) .059
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
  Sumber : Data Olahan SPSS Versi 22 
 
Dari data table diatas setelah transformasi uji normalitas 
residual dapat diketahui nilai signifikasi Asymp. Sig.(2-tailed) 
sebesar 0,059.Maka nilai residual tersebut dapat dikatakan 
terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.Nilai 




yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau 
mendekati normal. 
b. Uji Multikolinieritas 
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada 
model persamaan regresi telah ditemukan kolerasi ataukah tidak 
antar sesama variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. 
Apabila terdapat variabel independen yang saling berkolerasi, 
dapat dikatakan variabel-variabel tersebut tidak orthogonal. 
Pengertian variabel orthogonal merupakan variabel independen 
yang mempunyai nilai kolerasi sebesar nol antar sesama variabel 
independen. 
Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai Tolerance 
(TOL) dan metode Variance Inflation Factor (VIF). Nilai TOL 
berkebalikan dengan VIF. TOL adalah besarnya variasi dari satu 
variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel 
independen lainnya, sedangkan VIF menjelaskan derajat suatu 
variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen 
lainnya. Nilai TO 
L yang rendah adalah sama dengan nilai VIF yang tinggi 
(karena VIF = 1/TOL). Nilai cutoff  yang umum dipakai untuk 
menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai TOL<0,10 atau 













Sumber : Data Olah SPSS versi 22 
Berdasarkan hasil output uji multikolonieritas pada model 
regresi seperti tertera pada table 4.12, diperoleh data bahwa nilai 
tolerance teknologi dan informasi perpajakan sebesar 0,978, sistem 
perpajakan 0,972, keadilan perpajakan 0,963 dan diskriminasi 
sebesar 0,950. Semua nilai tolerance tersebut masing-masing >0,1. 
Sementara nilai dari VIF teknologi dan informasi perpajakan 
sebesar 1,022, sistem perpajakan sebesar 1,029, keadilan 
perpajakan 1,039 dan diskriminasi pajak sebesar 1,052, Semua 
nilai VIF tersebut masing-masing <10,00. Sehingga dapat 
diperoleh suatu kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian 
ini tidak terjadi multikolonieritas. 
6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat 







1 (Constant)   
X1 .978 1.022 
X2 .972 1.029 
X3 .963 1.039 
X4 .950 1.052 




variabel independen. Pada perhitungan SPSS versi 23 menghasilkan 
data yaitu : 
Tabel 4.13 









Sumber : Data Olah SPSS versi 22 
Pada kolom unstandardized coefficients (kolom B), tertera nilai 
constanta sebesar 18,918, koefisien teknologi dan informasi 
perpajakan sebesar 0,077, koefisien sistem perpajakan sebesar 0,028, 
koefisien keadilan perpajakan sebesar 0,161 dan koefisien diskriminasi 
perpajakan sebesar 0,044. Dengan demikian dapat ditulis persamaan 
regresi menjadi bentuk persamaan sebagai berikut : 
Y = 18,918 + 0,077X1 + 0,028X2 + 0,161X3 - 0,044X4 
Pada persamaan tersebut mempunyai arti sebagai berikut : 
a. Konstansta sebesar 18,918 berarti bahwa tanpa adanya variabel 
teknologi dan informasi perpajakan, sistem perpajakan, keadilan 









T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 
18.918 5.710  3.313 .001 
X1 .077 .153 .052 .505 .015 
X2 .028 .149 .019 .187 .022 
X3 .161 .132 .126 1.217 .027 
X4 -.044 .100 -.045 -.435 .065 





orang pribadi usaha bebas mengenai etika penggelapan pajak 
adalah sebesar 1891,8%. 
b. Jika variabel teknologi dan informasi perpajakan naik satuan, maka 
akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,077 satuan atau sebesar 
7,7% pada presepsi wajib pajak orang pribadi usaha bebas 
mengenai etika penggelapan pajak. 
c. Jika variabel sistem perpajakan naik satuan, maka akan 
menyebabkan kenaikan sebesar 0,028 satuan atau sebesar 2,8% 
pada presepsi wajib pajak orang pribadi usaha bebas mengenai 
etika penggelapan pajak. 
d. Jika variabel keadilan perpajakan naik satuan, maka akan 
menyebabkan kenaikan sebesar 0,161 satuan atau sebesar 16,1% 
pada presepsi wajib pajak orang pribadi usaha bebas mengenai 
etika penggelapan pajak. 
e. Jika variabel diskriminasi perpajakan penurunan satuan, maka akan 
menyebabkan penurunan sebesar 0,044 satuan atau sebesar 4,4% 
presepsi wajib pajak orang pribadi usaha bebas mengenai etika 
penggelapan pajak. 
7. Hasil Uji Hipotesis 
a. Uji Statistik F (Uji Kelayakan Model) 
Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 
variabel independen atau bebas dalam model terdapat pengaruh 




dapat mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi 
secara bersama-sama variabel dependen maka digunakan tingkat 
signifikasi sebesar 0,05. Adapun kriteria di tolak atau diterimanya 
hipotesis sebagai berikut : 
1. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 
regresi signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
dependen. 
2. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien 
regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
dependen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
independen. 
Tabel 4.14 




Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 12.506 4 3.126 .456 .048
b
 
Residual 651.204 95 6.855   
Total 663.710 99    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3 
Sumber : Output SPSS versi 22 
Pada table 4.14 tertera nilai signifikansi sebesar 0,048, yang 
mana nilai 0,048< 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
yang menyatakan bahwa variabel teknologi dan informasi 





diskriminasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap 
persepsi wajib pajak orang pribadi usaha bebas mengenai etika 
penggelapan pajak (tax evasion). 
b. Uji Statistik t (Uji Parsial) 
Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar 
pengaruh dari satu variabel independen secara individual dan 
menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini 
pengujian dengan menggunakan signifikansi level 0,05 (α = 5%). 
Adapun kriteria di tolak atau diterimanya hipotesis adalah sebagai 
berikut : 
a. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 
regresi signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
dependen. 
b. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien 
regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel 











 Uji Parsial (Uji t)  
Sumber : Output SPSS versi 22 
Berdasarkan data yang terdapat dalam table 4.15 diperoleh suatu 
kesimpulan sebagai berikut : 
a. Hipotesis yang menyatakan bahwa diduga terdapat pengaruh teknologi 
dan informasi perpajakan secara parsial terhadap presepsi wajib pajak 
orang pribadi usaha bebas mengenai etika penggelapan pajak (tax 
evasion) terbukti, dengan nilai signifikansi 0,015< 0,05 maka hipotesis 
diterima. 
b. Hipotesis yang menyatakan bahwa diduga terdapat pengaruh sistem 
perpajakan secara parsial terhadap tidak presepsi wajib pajak orang 
pribadi usaha bebas mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion) 










T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 
18.918 5.710  3.313 .001 
X1 .077 .153 .052 .505 .015 
X2 .028 .149 .019 .187 .022 
X3 .161 .132 .126 1.217 .027 
X4 -.044 .100 -.045 -.435 .065 





c. Hipotesis yang menyatakan bahwa diduga terdapat pengaruh keadilan 
perpajakan secara parsial terhadap presepsi wajib pajak orang pribadi 
usaha bebas mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion) terbukti, 
dengan nilai signifikansi 0,027 < 0,05 maka hipotesis diterima.  
d. Hipotesis yang menyatakan bahwa diduga terdapat pengaruh 
diskriminasi secara parsial terhadap tindak presepsi wajib pajak orang 
pribadi usaha bebas mengenai etika penggelapan pajak (tax 
evasion)tidak terbukti, dengan nilai signifikansi 0,065>0,05 maka 
hipotesis ditolak.  
8. Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Menurut Imam Ghazali koefisien determinasi pada hakekatnya 
mengukur seberapa besar kemampuan persamaan model dalam 
menerangkan variasi yang terdapat pada variabel dependen. Nilai R2 
terletak antara 0 sampai 1 ( 0 ≤ R2 ≤ 1 ). Koefisien determinasi dapat 
dihitung untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen. Jika proses mendapatkan R2 yang tinggi adalah baik, 
tetapi jika nilai R2 rendah bukan berarti model regresi jelek. 
Tabel 4.16 
Koefisien Determinas 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 .137
a
 .019 -.022 2.618 
a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3 




Hasil koefisien determinasi yang tampak dalam tabel 4.16 diatas 
dapat diketahui bahwa nilai R2, sebesar 0,022. Nilai tersebut 
mengandung anti bahwa total varian return disekitar rata-ratanya  22% 
Hal ini dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen 
yaitu teknologi dan informasi perpajakan, sistem perpajakan, keadilan 
perpajakan, diskriminasi pajak. Sedangkan sisanya 78% dipengaruh 
oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan. 
C. Pembahasan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka 
diperoleh suatu hasil penelitian sebagai berikut : 
1. Teknologi dan Informasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap 
Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Bebas Mengenai Etika 
Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 
Berdasarkan uji t variabel teknologi dan informasi diperoleh 
hasil dengan nilai signifikan 0,015 kurang dari 0,05 dan nilai t sebesar 
0,505, ini berarti Ha1 diterima. Semakin rendah teknologi dan 
informasi perpajakan maka akan meningkatkan etika bagi wajib pajak 
sehingga penggelapan pajak akan menurun.  
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teknologi dan 
informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib 






Maka dari itu, teknologi dan informasi perpajakan sangat 
berpengaruh untuk wajib pajak agar mempermudah cara pembayaran 
dan pelaporan pajak dan meminimalisir tingkat penggelapan pajak (tax 
evasion). 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Silaen (2015) menyatakan bahwa secara parsial membuktikan bahwa 
variabel teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap etika 
penggelapan pajak (tax evasion). Namun, bertolak belakang dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Utami (2016) bahwa tarif pajak 
berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. 
2. Sistem Perpajakan Berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak 
Orang Pribadi Usaha Bebas Mengenai Etika Pengelapan pajak 
(Tax Evasion). 
Berdasarkan uji t variabel tarif pajak diperoleh hasil dengan nilai 
signifikan 0,022 kurang dari 0,05 dan nilai t sebesar 0,187, Ha2 
diterima. Hal ini berarti semakin rendah sistem perpajakan, maka 
perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang etis. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan 
berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi 
usaha bebas mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). 
Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak 
tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggung jawaban 




dan pembangunan (Fatimah,2017). Wajib pajak diberi kepercayaan 
untuk membayar, menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak 
terhutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi 
perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, 
sederhana, dan dapat mudah dipahami kepada  wajib pajak. Sistem 
perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan 
oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Monica (2014) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh 
signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi usaha bebas 
mengenai etika penggelapan pajak. Para wajib pajak menganggap 
bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan 
pajak dianggap sebagai perilaku  yang tidak etis.  
Namun lain halnya dengan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 
penelitian Paramita (2016), Suminarsasi (2011) yang menemukan 
bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap presepsi wajib 
pajak orang pribadi usaha bebas mengenai etika penggelapan pajak (tax 
evasion). 
3. Keadilan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Persepsi Wajib 
Pajak Orang Pribadi Usaha Bebas Mengenai Etika Penggelapan 
Pajak (Tax Evasion) 
Berdasarkan uji t variabel keadilan perpajakan diperoleh hasil 





1,217, Ha3 diterima. Hal ini berarti semakin rendah tingkat keadilan 
perpajakan maka etika penggelapan pajak dipandang sebagai etika yang 
etis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan perpajakan 
berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi usaha bebas 
mengenai etika penggelapan pajak (Tax Evasion). 
Wajib pajak dianjurkan untuk melakukan pengajuan keberatan bagi 
yang merasa tarif pajaknya terlalu tinggi dan lain-lain, kemudian 
penundaan pembayaran dapat juga diajukan untuk yang memiliki 
kendala sehingga hal ini dapat mendorong kemauan wajib pajak untuk 
membayar pajak dan menganggap perilaku penggelapan pajak 
merupakan perilaku yang tidak etis.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan Budiasih (2016) yang menemukan bahwa keadilan 
perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi 
usaha bebas mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). 
4. Diskriminasi Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Persepsi Wajib 
Pajak Orang Pribadi Usaha Bebas Mengenai Etika Penggelapan 
Pajak (Tax Evasion) 
 Berdasarkan uji t variabel diskriminasi pajak diperoleh hasil 
dengan nilai signifikan 0,065 lebih besar dari 0,05 dan nilai t sebesar -
0,045, Ha4 ditolak. Hal ini berarti semakin baik ataupun sebaliknya 





 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi pajak tidak 
berpengaruh terhadap persepsi wajib pajakorang pribadi usaha bebas 
mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). 
Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3, diskriminasi yaitu setiap pembatasan, 
pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung 
didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, 
kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, 
bahasa, keyakinan politik, yang mengakibatkan pengurangan, 
penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau 
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan 
baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, 
sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. 
hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 
Ciptaningtyas (2018), Fatimah dan Wardani (2017) yang menunjukkan 
diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak 
orang pribadi usaha bebas mengenai etika penggelapan pajak (tax 
evasion) 
5. Teknologi dan Informasi Perpajakan, Sistem Perpajakan, Keadilan 
Perpajakan dan Diskriminasi Perpajakan Secara Simultan 
Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang pribadi Usaha Bebas 





Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung=0,456 dan p-value 
sebesar 0,048. Dengan demikian, disimpulkan bahwa teknoogi dan 
informasi perpajakan, sisitem perpajakan, keadilan perpajakan dan 
diskriminasi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
persepsi wajib pajak orang pribadi usaha bebas mengenai etika 
penggelapan pajak (tax evasion). 
Mardiasmo (2013) mendefinisikan penggelapan pajak (Tax 
Evasion) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk 
meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. 
Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajakini 
dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak 
sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi 
kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak 
lengkap dan tidak benar. Menurut Siahan (2010) dalam Prastomo 
(2017) penggelapan pajak membawa akibat pada perekonomian secara 
makro. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurniawati dan Toly (2014) 
menyatakan bahwa keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak 
mengenai penggelapan pajak. 
Apabila teknologi dan informasi perpajakan, sistem perpajakan, 
keadilan perpajakan dan diskriminasi pajak rendah maka wajib pajak 




secara simultan karena dilihat dari data hasil jawaban responden. 
Terlihat bahwa jumlah nilai skor masing-masing variabel terlihat cukup 
sesuai. Sehingga menyebabkan teknologi dan informasi perpajakan, 
sistem perpajakan, keadilan perpajakan dan diskriminasi pajak 
berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap persepsi wajib 








KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 
dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh signifikan secara 
parsial terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi usaha bebas 
mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini berarti 
semakin rendah teknologi dan informasi perpajakan maka etika 
penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang etis. 
2. Sistem perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 
persepsi wajib pajak orang pribadi usaha bebas mengenai etika 
penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini berarti semakin rendah 
sistem perpajakan yang ada maka etika penggelapan pajak dianggap 
sebagai perilaku yang etis. 
3. Keadilan perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 
persepsi wajib pajak orang pribadi usaha bebas mengenai etika 
penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini berarti semakin rendah 
keadilan perpajakan maka etika penggelapan pajak dianggap sebagai 
perilaku yang etis. 
Diskriminasi pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 
persepsi wajib pajak orang pribadi usaha bebas mengenai etika 




sebaliknya tidak menyebabkan kecenderungan untuk melakukan 
penggelapan pajak. 
B. Saran 
1. KPP Pratama Tegal diharapkan untuk melakukan evaluasi terhadap 
pelayanan dari aparat pajak yang diberikan kepada wajib pajak dengan 
tujuan meningkatkan pelayanan yang diberikan sehingga dapat juga 
meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajiban 
perpajakannya sehingga wajib pajak tidak melakukan tindakan 
penggelapan pajak. 
2. Diharapkan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mengadakan 
seminar untuk mahasiswa atau menambah materi tentang perpajakan 
agar mahasiswa dapat menambah wawasan tentang penggelapan 
pajak. 
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan faktor-faktor lain 
dengan menambah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap 
tindak penggelapan pajak misalkan sanksi perpajakan. 
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan tema 
yang sama dengan bertujuan agar menambah jumlah responden, 
obyek penelitian serta mencari instrumen pernyataan pada kuesioner 
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Perihal        : Permohonan Pengisian Kuesioner 
Judul Penilitian : Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan, Sistem 
perpajakan, Keadilan, Diskriminasi Perpajakan Terhadap 
Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Bebas Mengenai 
Etika Penggelapan Pajak (tax evasion) 
Kepada Yth, 
Bapak / Ibu Wajib Pajak Orang Pribadi 
di Kota Tegal. 
Dengan hormat, 
Pertama – tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan anda 
untuk meluangkan waktu yang berharga untuk mengisi kuesioner penelitian ini. 
Data yang diberikan akan digunakan dalam rangka penelitian skripsi pada 
Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal. Perlu saya sampaikan bahwa 
dalam mengisi kuesioner ini adalah : 
 Tidak ada jawaban yang benar atau salah 
 Penilaian yang obyektif sangat diharapkan, karena akan menjadi umpan balik 
bagi pengembangan ilmu mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). 
 Setiap jawaban sangat bermakna bagi kami, sehingga kami mengharapkan 
tidak ada jawaban yang dikosongkan. 
 Jawaban Anda akan diperlakukan dengan standar profesionalitas dan etika 
penelitian.Oleh karena itu peneliti menjaga kerahasiaan identitas Anda. 















A. Identitas Responden 
Nama    : 
Jenis Kelamin  :               Pria          Wanita 
Pendidikan Terakhir :   SMP 
     SMA 
                     D3 
     S1/S2 
Umur   : 18-30Tahun 46-55Tahun                                                                
                                       31-45 Tahun                         56-60Tahun 
Pekerjaan  :     Pedagang                 Pengelola proyek 
                                                   Dokter                         Penceramah 
                                                   Pengajar                  Notaris/Pengacara 
 
B. Item Pernyataan 
Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan check list (√) pada jawaban yang 
sesuai menurut Bapak/Ibu berdasarkan pilihan yang telah disediakan. 
Keterangan : 
 SS : Sangat Setuju 
 S : Setuju 
 KS : Kurang Setuju 
 TS : Tidak Setuju 











A. Teknologi dan Informasi Perpajakan (Variabel X) 
 
No Keterangan SS S KS TS STS 
1 Tersedia teknologi dan informasi 
perpajakan yang telah disediakan 
pihak KPP 
     
2 
Teknologi dan informasi yang 
berkaitan dengan perpajakan sudah 
memadai dan sesuai dengan kebutuhan 
wajib pajak  
     
3 
Akses informasi perpajakan yang 
mudah dipahami oleh Wajib Pajak 
     
4 
Wajib Pajak harus memiliki dan 
mengetahui teknologi dan informasi 
perpajakan agar bisa memenuhi 
kewajiban perpajakannya. 
     
5 
Sebagai wajib pajak harus 
mempelajari dan memiliki 
kemampuan dalam mengisi SPT 
dengan teknologi yang ada  
     
B. Sistem Perpajakan (variabel X) 
No 
Keterangan SS S KS TS STS 
1 
Jika orang pribadi maupun badan 
yang sudah memenuhi persyaratan 
dalam undang-undang perpajakan 
maka harus mendaftarkan diri sebagai 
wajib pajak 
     
2 
Wajib pajak yang sudah 
mendaftarkan diri mendapatkan dan 
memiliki NPWP 
     
3 
Prosedur sistem perpajakan yang ada 
memberikan kemudahan oleh wajib 
pajak dalam menyetorkan pajaknya 
     




menghitung, menyetor dan 
melaporkan pajaknya 
5 
Aparat pajak diberi wewenang untuk 
menentukan besarnya pajak terutang 
     
6 
Adanya fasilitas kantor pelayanan 
pajak yang nyaman dan aman 
     
C. Keadilan Pajak (Variabel X)  
No 
Keterangan SS S KS TS STS 
1 
Pembagian beban pajak kepada wajib 
pajak harus seimbang dengan 
penghasilan wajib pajak 
     
2 
Pajak yang dibayar sudah sesuai 
dengan kemampuan Wajib Pajak 
     
3 
Beban pajak yang harus dibayar 
sudah sebanding dengan manfaat 
yang diterima. 
     
4 
Undang-undang perpajakan dan 
penerapan ketentuan perpajakan yang 
berlaku sudah adil 
     
5 
Penggelapan pajak dianggap tidak 
etis meskipun dana yang bersumber 
dari pajak digunakan untuk 
membangun fasilitas umum yang 
bersifat penting. 
     
D. Diskriminasi Perpajakan (Variabel X) 
No 
Keterangan SS S KS TS STS 
1 
Penggelapan pajak dianggap 
tindakan yang benar jika 
pemerintah melakukan 
pendiskriminasian atas agama yang 
saudara  anut, ras dan kebudayaan 
saudara. 
     
2 
Tindakan penggelapan pajak 
dilakukan jika Wajib Pajak merasa 
terdapat pendiskriminasian 
terhadap pendapatan politiknya 






Zakat diperbolehkan sebagai faktor 
pengurang pajak  merupakan suatu 
bentuk diskriminasi 
     
4 
Apakah saudara setuju kebijakan 
fiskal luar negeri yang terkait 
dengan kepemilikan NPWP 
merupakan bentuk diskriminasi 
     
5 
Penegak hukum perpajakan di 
Indonesia sudah adil karena tidak 
ada diskriminasi kepada setiap 
Wajib Pajak. 
     
 
E. Etika Penggelapan Pajak (Variabel Y) 
No 
Keterangan SS S KS TS STS 
1 
Wajib pajak dinyatakan melakukan 
penggelapan pajak apabila tidak 
menyampaikan SPT 
     
2 
Wajib pajak yang menyampaikan 
SPT tidak tepat waktu dan tidak 
menurut aturan dianggap 
melakukan penggelapan pajak 
     
3 
Wajib pajak yang melakukan 
upaya kecurangan dalam 
melaporkan pajaknya dianggap 
melakukan penggelapan pajak 
     
4 
Penyuapan terhadap fiskus 
dianggap melakukan penggelapan 
pajak 
     
5 
Menurut saudara, apakah saudara 
setuju jika penggelapan pajak etis 
apabila tarif pajaknya terlalu 
tinggi? 
     
6 
Penggelapan pajak etis apabila 
saudara tidak merasakan manfaat 
dari uang pajak yang sudah 
saudara setor 












Tabulasi Jawaban Responden 
 
Data Penelitian  
Deskripsi Hasil Tanggapan 
Responden (X1) 
    
       
       
Responden P1 P2 P3 P4 P5 
Total 
X1 
1 5 4 4 5 4 22 
2 4 4 5 4 5 18 
3 5 4 5 4 3 21 
4 4 3 4 5 3 19 
5 5 4 4 5 4 22 
6 5 4 5 4 5 23 
7 5 4 5 4 4 22 
8 5 5 5 5 4 24 
9 5 4 5 4 5 23 
10 4 5 4 5 4 22 
11 5 5 4 5 4 27 
12 4 5 5 4 4 22 
13 4 5 3 4 5 21 
14 5 4 5 4 5 23 
15 5 4 4 4 4 21 
16 5 4 5 5 5 24 
17 4 4 4 5 5 22 
18 5 5 4 5 3 22 
19 5 5 5 4 5 24 
20 4 4 4 4 5 21 
21 5 5 4 5 5 24 
22 5 4 5 5 4 23 
23 4 4 5 4 4 21 
24 5 4 3 3 4 19 
25 5 5 5 5 4 24 
26 4 4 4 3 3 18 
27 5 4 5 5 3 22 
28 4 4 4 4 5 21 
29 5 5 4 5 3 22 




31 4 5 3 4 4 20 
32 5 5 4 4 4 22 
33 5 4 4 3 5 21 
34 4 4 5 5 5 23 
35 4 5 5 3 5 22 
36 5 4 5 4 4 22 
37 5 4 4 5 4 22 
38 5 5 5 4 4 23 
39 5 3 5 4 5 22 
40 4 5 4 5 5 23 
41 4 5 5 5 5 24 
42 5 5 5 4 4 23 
43 4 5 3 4 4 20 
44 4 3 5 4 3 19 
45 4 4 5 3 5 21 
46 4 5 4 4 4 21 
47 5 5 4 5 5 24 
48 5 4 4 3 3 19 
49 4 5 4 4 3 20 
50 5 5 4 4 4 22 
51 5 4 5 3 5 22 
52 4 3 5 5 5 22 
53 5 4 4 4 4 21 
54 5 5 4 4 5 23 
55 5 4 4 3 4 20 
56 5 4 4 5 3 21 
57 4 4 5 3 3 19 
58 4 5 4 5 3 21 
59 5 5 5 5 5 25 
60 4 4 5 3 4 20 
61 5 4 4 3 4 20 
62 5 5 4 4 4 22 
63 5 3 4 5 4 21 
64 5 5 4 3 3 20 
65 5 5 5 4 4 23 
66 4 3 4 4 3 18 
67 4 4 5 3 4 20 
68 4 4 4 4 4 20 





70 4 5 5 4 4 22 
71 5 5 4 4 3 21 
72 5 4 5 3 4 21 
73 4 5 3 5 5 22 
74 5 5 4 4 5 23 
75 4 5 5 5 4 23 
76 4 3 5 4 4 21 
77 5 4 5 5 3 22 
78 4 5 5 3 4 21 
79 5 5 5 3 3 21 
80 5 5 5 5 5 25 
81 4 5 5 4 4 22 
82 4 3 3 4 3 17 
83 5 4 5 4 3 21 
84 4 4 4 3 5 20 
85 4 5 4 5 4 22 
86 3 4 5 5 4 21 
87 5 5 4 5 5 24 
88 4 4 5 4 3 20 
89 5 5 5 4 5 24 
90 4 3 3 4 4 18 
91 5 5 5 4 5 24 
92 5 4 5 3 3 20 
93 5 5 4 3 4 21 
94 5 5 4 5 4 23 
95 5 5 4 4 3 21 
96 5 4 4 3 5 21 
97 4 5 4 4 3 20 
98 5 5 4 3 3 20 
99 5 5 4 3 4 21 













Data Penelitian  
Deskripsi Hasil Tanggapan 
Responden (X2) 
     
        
Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Total 
X2 
1 4 5 5 4 5 5 28 
2 5 4 5 4 5 4 27 
3 5 4 3 5 4 5 26 
4 5 5 4 4 4 5 27 
5 4 4 5 3 4 4 24 
6 5 4 4 5 4 5 27 
7 5 5 4 4 5 5 28 
8 4 4 4 3 4 5 24 
9 4 5 4 5 4 5 27 
10 5 4 5 4 5 3 26 
11 4 5 4 4 5 4 26 
12 5 5 5 4 4 5 28 
13 4 5 4 4 5 4 26 
14 5 4 4 5 4 5 27 
15 5 5 4 4 3 3 24 
16 5 5 5 5 3 5 28 
17 4 4 3 5 3 5 24 
18 5 3 4 4 3 4 23 
19 5 4 4 4 5 5 27 
20 5 4 3 3 4 4 23 
21 5 4 5 4 5 5 28 
22 4 3 3 3 4 4 21 
23 4 4 3 5 4 3 23 
24 4 3 5 5 4 4 25 
25 5 4 4 5 5 3 26 
26 4 4 5 3 3 4 23 
27 5 5 4 4 5 4 27 
28 4 4 4 4 3 5 24 
29 5 3 4 4 3 5 24 
30 4 4 5 5 4 3 25 
31 5 5 3 5 4 4 26 
32 5 4 4 3 4 4 24 
33 4 5 3 3 4 4 23 





35 5 5 4 5 5 5 29 
36 4 4 5 5 3 4 25 
37 5 4 3 5 3 4 24 
38 5 4 4 5 5 5 28 
39 4 4 5 5 4 4 26 
40 5 5 4 5 4 4 27 
41 3 4 3 4 4 4 22 
42 5 4 4 5 5 5 28 
43 4 5 4 3 3 4 23 
44 4 5 4 4 5 5 27 
45 5 4 3 5 5 4 26 
46 5 4 5 5 4 4 27 
47 5 5 4 4 3 3 24 
48 5 4 3 4 3 3 22 
49 4 5 5 5 3 4 26 
50 4 3 4 4 5 3 23 
51 4 4 4 4 3 4 23 
52 5 4 3 4 5 4 25 
53 5 4 5 5 3 3 25 
54 4 4 5 4 4 4 25 
55 4 5 4 4 3 4 24 
56 5 4 3 3 5 4 24 
57 4 4 4 5 5 5 27 
58 4 5 5 3 3 4 24 
59 5 3 4 5 4 5 26 
60 5 4 4 5 3 4 25 
61 4 4 5 3 4 4 24 
62 5 5 4 3 4 5 26 
63 4 4 5 3 4 4 24 
64 5 3 4 5 5 4 26 
65 5 5 5 4 3 4 26 
66 5 4 4 4 5 4 26 
67 4 3 4 5 4 4 24 
68 4 5 4 4 5 4 26 
69 4 5 5 4 3 4 25 
70 4 5 4 5 4 3 25 
71 5 4 4 4 4 4 25 
72 4 5 4 3 3 5 24 




74 5 4 5 3 5 3 25 
75 4 4 5 3 5 5 26 
76 3 4 5 3 4 4 23 
77 4 4 5 4 4 5 26 
78 4 5 4 5 5 5 28 
79 4 5 4 4 4 4 25 
80 4 5 3 4 4 5 25 
81 4 5 5 5 4 3 26 
82 5 5 4 5 4 4 27 
83 4 5 3 4 3 3 22 
84 4 4 4 3 4 4 23 
85 5 5 5 5 5 5 30 
86 4 5 5 4 3 4 25 
87 4 5 5 4 4 5 27 
88 4 5 4 4 4 4 25 
89 4 5 3 3 5 4 24 
90 5 4 3 3 4 4 23 
91 5 4 3 5 3 3 23 
92 4 5 4 3 4 4 24 
93 5 5 5 3 4 3 25 
94 5 3 4 3 5 5 25 
95 5 4 5 5 4 5 28 
96 5 5 4 4 4 4 26 
97 5 4 3 3 3 4 22 
98 4 5 4 3 4 5 25 
99 5 5 5 4 4 4 27 
100 5 5 4 5 4 5 28 
 
Data Penelitian  
Deskripsi Hasil Tanggapan 
Responden (X3) 
    
       
Responden P1 P2 P3 P4 P5 
Total 
X3 
1 5 5 5 4 3 22 
2 4 5 4 4 5 22 
3 5 5 5 4 4 23 
4 5 4 4 4 4 21 
5 4 5 4 4 5 22 





7 3 5 5 5 4 22 
8 4 5 4 5 3 21 
9 5 4 5 4 5 23 
10 4 5 4 5 4 22 
11 4 5 5 4 4 22 
12 4 5 4 3 5 21 
13 5 5 4 5 4 23 
14 5 4 4 4 4 21 
15 5 5 4 5 5 24 
16 3 3 5 2 3 16 
17 4 4 5 3 3 19 
18 5 5 4 5 5 24 
19 3 3 5 2 3 16 
20 4 4 3 3 4 18 
21 3 4 3 4 5 19 
22 4 4 3 2 4 17 
23 5 4 5 3 3 20 
24 4 5 4 4 4 21 
25 5 4 3 3 3 18 
26 5 4 4 3 2 18 
27 4 5 5 5 4 23 
28 4 5 4 4 3 20 
29 4 3 4 5 5 21 
30 5 4 5 4 4 22 
31 5 5 4 3 4 21 
32 4 3 4 3 2 16 
33 3 5 5 3 3 19 
34 5 5 4 5 5 24 
35 4 5 3 5 4 21 
36 4 3 3 4 4 18 
37 3 4 5 5 4 21 
38 4 5 5 3 3 20 
39 4 5 3 2 3 17 
40 4 5 4 4 3 20 
41 5 5 4 5 4 23 
42 5 4 4 3 4 20 
43 5 4 5 5 5 24 
44 5 4 5 4 3 21 




46 4 5 4 4 5 22 
47 5 4 5 5 5 24 
48 4 5 4 5 3 21 
49 4 5 4 4 3 20 
50 5 4 3 3 4 19 
51 4 3 4 4 4 19 
52 4 4 4 4 4 20 
53 4 4 3 3 5 19 
54 5 3 4 5 5 22 
55 5 5 3 4 4 21 
56 5 4 4 3 4 20 
57 5 4 4 3 3 19 
58 3 4 5 4 5 21 
59 4 4 4 3 5 20 
60 5 5 5 4 4 23 
61 4 5 3 4 3 19 
62 5 4 4 2 3 18 
63 5 3 4 4 4 20 
64 4 5 4 3 5 21 
65 4 4 5 3 4 20 
66 4 5 4 4 3 20 
67 4 4 4 4 4 20 
68 5 4 4 5 4 22 
69 4 4 5 3 3 19 
70 5 4 3 4 2 18 
71 4 5 5 2 4 20 
72 4 4 3 3 4 18 
73 5 4 3 2 3 17 
74 4 3 4 5 4 20 
75 5 4 4 4 4 21 
76 5 5 4 5 5 24 
77 5 4 4 3 3 19 
78 5 4 3 3 4 19 
79 4 5 5 4 5 23 
80 5 4 5 4 4 22 
81 4 5 4 3 4 20 
82 4 3 3 4 5 19 
83 5 4 4 4 4 21 





85 4 5 3 4 5 21 
86 4 5 3 2 3 17 
87 5 5 3 2 5 20 
88 5 3 4 4 4 20 
89 4 5 5 4 5 23 
90 5 5 5 4 4 23 
91 4 5 5 3 3 20 
92 4 5 4 4 3 20 
93 4 5 4 3 2 18 
94 4 5 4 3 3 19 
95 4 5 5 3 4 21 
96 5 5 5 4 4 23 
97 4 5 4 4 4 21 
98 5 5 4 4 3 21 
99 5 5 4 5 3 22 




Data penelitian  
 
Deskripsi Hasil Tanggapan 
Responden (X4) 
    
       
Responden P1 P2 P3 P4 P5 
Total 
X4 
1 4 4 5 4 3 20 
2 3 5 3 4 5 20 
3 5 4 5 4 5 23 
4 5 4 5 4 5 23 
5 5 4 5 3 3 20 
6 3 4 3 2 3 15 
7 4 3 4 5 5 21 
8 5 4 5 4 5 23 
9 5 5 4 4 4 22 
10 4 4 3 2 4 17 
11 4 4 3 2 4 17 
12 4 5 4 4 4 21 
13 5 4 5 4 4 22 




15 2 2 2 3 2 11 
16 1 2 2 2 4 11 
17 4 5 3 3 4 19 
18 5 4 5 3 4 21 
19 4 3 3 4 4 18 
20 5 4 2 4 3 18 
21 3 4 4 4 4 19 
22 4 3 3 5 2 17 
23 4 5 4 3 4 20 
24 4 5 4 3 3 19 
25 4 4 5 4 3 20 
26 3 4 5 5 5 22 
27 5 4 5 4 3 21 
28 3 4 4 3 2 16 
29 3 4 3 3 3 16 
30 3 3 4 4 4 18 
31 4 5 3 4 4 20 
32 3 4 5 4 3 19 
33 4 5 4 2 2 17 
34 5 4 3 4 2 18 
35 3 5 4 5 3 20 
36 2 3 2 2 5 14 
37 5 4 2 3 3 17 
38 5 3 5 2 3 18 
39 4 3 4 3 2 16 
40 4 5 3 4 4 20 
41 4 5 4 3 4 20 
42 3 5 4 4 3 19 
43 4 5 3 3 3 18 
44 5 4 3 4 4 20 
45 4 5 4 4 4 21 
46 5 3 4 3 3 18 
47 4 5 4 4 5 22 
48 5 3 4 3 5 20 
49 4 5 3 4 3 19 
50 3 4 3 4 3 17 
51 4 3 5 4 4 20 
52 4 3 2 3 4 16 





54 3 4 4 4 4 19 
55 5 4 5 4 4 22 
56 5 5 4 4 4 22 
57 3 4 4 3 3 17 
58 5 4 3 3 3 18 
59 5 5 4 4 3 21 
60 4 3 3 4 3 17 
61 5 4 3 3 3 18 
62 4 5 5 4 4 22 
63 5 3 3 2 3 16 
64 5 4 4 4 4 21 
65 5 5 5 5 5 25 
66 4 5 3 3 4 19 
67 3 2 2 3 4 14 
68 3 4 4 3 4 18 
69 5 4 4 4 5 22 
70 5 4 5 5 5 24 
71 5 4 4 4 3 20 
72 4 3 3 2 2 14 
73 5 4 4 3 3 19 
74 5 4 3 2 2 16 
75 2 4 5 5 3 19 
76 5 4 3 4 3 19 
77 4 4 3 3 3 17 
78 3 4 3 3 3 16 
79 4 5 3 3 4 19 
80 2 3 3 4 2 14 
81 5 4 3 3 4 19 
82 5 4 5 5 4 23 
83 3 4 4 4 4 19 
84 5 4 5 4 3 21 
85 4 5 4 4 3 20 
86 5 5 3 3 4 20 
87 5 4 4 4 4 21 
88 5 4 5 5 3 22 
89 3 4 4 3 3 17 
90 4 4 4 4 4 20 
91 4 3 5 3 3 18 




93 3 4 3 2 2 14 
94 2 2 3 5 4 16 
95 3 4 5 3 3 18 
96 5 3 4 3 4 19 
97 4 3 4 4 4 19 
98 4 3 3 5 3 18 
99 4 5 3 3 4 19 




Data penelitian  
Deskripsi Hasil Tanggapan 
Responden (Y) 
     
        Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total Y 
1 5 4 4 5 4 5 27 
2 5 3 4 5 4 4 25 
3 2 2 3 4 3 3 17 
4 4 2 4 2 2 4 18 
5 4 5 4 5 2 1 21 
6 5 4 5 5 5 3 27 
7 4 4 3 4 2 4 21 
8 3 4 4 5 4 5 25 
9 5 4 4 5 5 5 28 
10 5 4 5 4 5 4 32 
11 4 5 3 3 5 4 24 
12 3 4 5 4 5 5 26 
13 5 4 3 4 5 4 25 
14 5 4 4 5 5 4 27 
15 5 4 5 4 5 4 27 
16 4 3 3 4 3 5 22 
17 5 4 4 5 5 3 26 
18 4 5 4 5 5 4 27 
19 5 5 4 3 5 4 26 
20 5 4 3 3 4 3 22 
21 4 3 4 4 5 4 24 
22 5 4 3 4 4 4 24 
23 4 3 5 4 4 5 25 





25 4 4 4 3 5 4 24 
26 4 5 4 3 3 3 22 
27 4 5 5 3 4 4 25 
28 4 5 3 3 4 2 21 
29 5 3 4 4 4 4 24 
30 5 3 4 3 3 4 22 
31 5 4 4 4 3 3 23 
32 4 4 4 3 3 3 21 
33 5 3 5 5 3 3 24 
34 5 3 3 4 3 3 21 
35 5 3 4 3 4 4 23 
36 5 3 4 5 3 3 23 
37 5 3 5 4 3 3 23 
38 5 4 3 5 3 3 23 
39 4 5 4 4 4 5 26 
40 4 5 4 3 3 2 21 
41 4 5 4 4 5 5 27 
42 5 5 4 4 3 3 24 
43 5 3 4 3 3 2 20 
44 4 3 5 3 4 4 23 
45 5 4 3 4 4 3 23 
46 5 4 5 4 3 5 26 
47 3 4 4 3 3 4 21 
48 5 5 5 4 5 3 27 
49 5 4 5 4 3 4 25 
50 5 4 5 4 5 3 26 
51 4 3 4 4 3 4 22 
52 5 4 4 5 3 4 25 
53 4 4 3 5 4 5 25 
54 4 5 4 3 3 4 23 
55 5 4 4 3 4 3 23 
56 4 5 4 3 3 4 23 
57 4 5 5 4 5 4 27 
58 5 4 5 3 4 5 26 
59 5 3 4 5 3 4 24 
60 4 5 3 4 5 3 24 
61 4 5 3 5 4 3 24 
62 4 5 3 4 3 5 24 




64 5 4 4 4 4 4 25 
65 4 4 5 3 4 3 23 
66 4 5 3 3 4 4 23 
67 4 5 5 5 5 5 29 
68 5 5 4 5 4 5 28 
69 5 3 4 4 3 4 23 
70 4 5 4 5 4 5 27 
71 5 4 4 3 3 4 23 
72 4 5 3 4 3 4 23 
73 4 5 5 4 3 2 23 
74 3 4 5 4 5 5 26 
75 4 5 4 5 4 4 26 
76 3 4 5 4 3 3 22 
77 4 3 4 5 3 4 23 
78 5 4 3 4 3 4 23 
79 5 4 5 4 3 4 25 
80 3 4 5 4 3 5 24 
81 5 4 3 4 3 4 23 
82 4 5 4 5 4 4 26 
83 4 3 4 3 3 4 21 
84 5 5 5 5 5 5 30 
85 5 3 3 4 4 3 22 
86 5 4 3 4 4 3 23 
87 3 4 5 3 4 4 23 
88 5 4 5 5 5 4 28 
89 4 5 4 3 4 3 23 
90 4 5 3 2 4 5 23 
91 4 4 4 4 3 3 22 
92 4 5 3 3 2 2 19 
93 4 5 3 4 4 3 23 
94 4 5 3 3 2 3 20 
95 4 3 4 5 4 4 24 
96 5 4 3 3 3 3 21 
97 3 4 3 3 2 3 18 
98 4 3 4 3 5 3 22 
99 3 3 3 2 5 5 21 













 P1 P2 P3 P4 P5 Total 
P1 Pearson Correlation 1 .126 .024 -.045 .000 .373
**
 
Sig. (2-tailed)  .212 .815 .660 .998 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
P2 Pearson Correlation .126 1 -.039 .104 .088 .503
**
 
Sig. (2-tailed) .212  .699 .303 .385 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
P3 Pearson Correlation .024 -.039 1 .024 .092 .375
**
 
Sig. (2-tailed) .815 .699  .816 .364 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
P4 Pearson Correlation -.045 .104 .024 1 .097 .535
**
 
Sig. (2-tailed) .660 .303 .816  .338 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
P5 Pearson Correlation .000 .088 .092 .097 1 .503
**
 
Sig. (2-tailed) .998 .385 .364 .338  .000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
X1 Reabilitas 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 















Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.706 .198 5 
X2 Validitas 
Correlations 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total 
P1 Pearson Correlation 1 -.106 -.116 .207
*
 .102 .047 .368
**
 
Sig. (2-tailed)  .296 .252 .039 .314 .645 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
P2 Pearson Correlation -.106 1 .074 -.040 -.079 .050 .326
**
 
Sig. (2-tailed) .296  .466 .696 .434 .621 .001 
N 100 100 100 100 100 100 100 
P3 Pearson Correlation -.116 .074 1 .010 -.005 .032 .401
**
 
Sig. (2-tailed) .252 .466  .917 .960 .749 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
P4 Pearson Correlation .207
*
 -.040 .010 1 .014 .037 .506
**
 
Sig. (2-tailed) .039 .696 .917  .892 .717 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
P5 Pearson Correlation .102 -.079 -.005 .014 1 .174 .485
**
 
Sig. (2-tailed) .314 .434 .960 .892  .083 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
P6 Pearson Correlation .047 .050 .032 .037 .174 1 .511
**
 
Sig. (2-tailed) .645 .621 .749 .717 .083  .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 










Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.746 .142 6 
X3 Validitas 
Correlations 
 P1 P2 P3 P4 P5 Total 
P1 Pearson Correlation 1 .006 -.028 .144 .051 .387
**
 
Sig. (2-tailed)  .955 .782 .152 .616 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
P2 Pearson Correlation .006 1 .090 .120 .006 .425
**
 
Sig. (2-tailed) .955  .376 .234 .955 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
P3 Pearson Correlation -.028 .090 1 .163 .036 .460
**
 
Sig. (2-tailed) .782 .376  .105 .720 .000 
N 100 100 100 100 100 100 





Sig. (2-tailed) .152 .234 .105  .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 





Sig. (2-tailed) .616 .955 .720 .000  .000 
N 100 100 100 100 100 100 















N 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
X3 Reliabilitas 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 




 P1 P2 P3 P4 P5 Total 




 .119 .140 .622
**
 
Sig. (2-tailed)  .005 .003 .239 .166 .000 
N 100 100 100 100 100 100 




 .129 .154 .562
**
 
Sig. (2-tailed) .005  .024 .200 .125 .000 
N 100 100 100 100 100 100 









Sig. (2-tailed) .003 .024  .000 .072 .000 
N 100 100 100 100 100 100 







Sig. (2-tailed) .239 .200 .000  .011 .000 
N 100 100 100 100 100 100 









Sig. (2-tailed) .166 .125 .072 .011  .000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
X4 Reliabilitas 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 








Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.783 .583 5 
Y Validitas 
Correlations 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total 
P1 Pearson Correlation 1 -.074 .039 .253
*
 .125 -.102 .367
**
 
Sig. (2-tailed)  .465 .698 .011 .215 .312 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
P2 Pearson Correlation -.074 1 -.045 .025 .163 -.036 .323
**
 
Sig. (2-tailed) .465  .656 .806 .104 .723 .001 
N 100 100 100 100 100 100 100 









N 100 100 100 100 100 100 100 
P4 Pearson Correlation .253
*
 .025 .138 1 .195 .132 .549
**
 
Sig. (2-tailed) .011 .806 .172  .052 .189 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
P5 Pearson Correlation .125 .163 .245
*





Sig. (2-tailed) .215 .104 .014 .052  .001 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 





Sig. (2-tailed) .312 .723 .055 .189 .001  .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Y Reliabilitas 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 

















Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 12.506 4 3.126 .456 .048
b
 
Residual 651.204 95 6.855   
Total 663.710 99    
a. Dependent Variable: Y 

















order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Con
stant) 
18.918 5.710  3.313 .001      
X1 .077 .153 .052 .505 .015 .055 .052 .051 .978 1.022 
X2 .028 .149 .019 .187 .022 .013 .019 .019 .972 1.029 
X3 .161 .132 .126 1.217 .027 .116 .124 .124 .963 1.039 
X4 -.044 .100 -.045 -.435 .065 -.026 -.045 -.044 .950 1.052 




















 .019 -.022 2.618 .019 .456 4 95 .048 1.684 
a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3 














 Mean .0000000 
Std. Deviation 2.56472617 
Most Extreme Differences Absolute .087 
Positive .066 
Negative -.087 
Test Statistic .087 
Asymp. Sig. (2-tailed) .059
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 






N Range Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 
Deviation Skewness 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 
Std. 
Error 
X1 100 10 17 27 2154 21.54 .174 1.737 .032 .241 
X2 100 9 21 30 2530 25.30 .179 1.789 .032 .241 
X3 100 9 16 25 2048 20.48 .203 2.027 -.108 .241 
X4 100 14 11 25 1878 18.78 .269 2.691 -.436 .241 
Y 100 15 17 32 2377 23.77 .259 2.589 .134 .241 
Valid N 
(listwise) 
100          
 
